Penyelesaian sengketa merek menurut





(studi kasus sengketa antara honda karisma dan tossa krisma) by Rahayu, Tri Suci
Penyelesaian sengketa merek menurut 
 undang-undang nomor 15 tahun 2001  
Tentang merek  









Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat 
Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum 
















Penulisan Hukum (Skripsi) 
PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001  
TENTANG MEREK  























Penulisan Hukum (Skripsi) 
PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001  
TENTANG MEREK  
(Studi Kasus Sengketa Antara Honda Karisma dan Tossa Krisma)  
 
Disusun oleh: 
TRI SUCI RAHAYU 
NIM : E. 0004300 
Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 
pada : 
         Hari  : Rabu 
         Tanggal : 30 April 2008 
 
TIM PENGUJI 
1. Djuwityastuti, S.H.   : __________________________ 
          Ketua 
 
2. Suraji, S.H., M.H.  : __________________________ 
         Sekretaris 
 
3. Hernawan Hadi, S.H., M.Hum : __________________________ 










Barang siapa yang melewati jalan dengan tujuan mencari ilmu, maka  
ALLAH SWT memudahkan baginya jalan menuju ke Surga 
(H.R.Ar-Timidzi) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan  
(Q.S. Alam Nasyrah: 6) 
Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya... 
 (Q.S. Al-Baqarah: 286) 
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusuk, (yaitu) 
orang-orang yang meyakini, bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa 
mereka akan kembali kepadaNya. 
(Q.S. Al Baqarah: 45-46) 
  
Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu; 
jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah 
gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu 
hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakkal. 
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TRI SUCI RAHAYU. E 0004300. 2008. PENYELESAIAN SENGKETA 
MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 
TENTANG MEREK. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penulisan Hukum (Skripsi). 
 Penulisan Hukum yang berjudul Penyelesaian Sengketa Di Bidang Merek 
Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek bertujuan Untuk 
mengetahui proses penyelesaian sengketa di bidang merek menurut Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek serta Untuk mengetahui proses 
penyelesaian sengketa merek Honda Karisma dan Tossa Krisma ditinjau dari 
putusan hakim dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. 
 Penulisan Hukum ini termasuk dalam penulisan hukum normatif dengan 
menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder berupa dokumen 
peraturan perundang-undangan yang dapat memuat tentang proses penyelesaian 
sengketa di bidang Merek. Dalam hal ini sumber data yang digunakan adalah 
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Putusan Mahkamah 
Agung Nomor 031 K/N/HKI/2005 serta bahan-bahan kepustakaan lainnya. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui pengumpulan data-data 
sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk 
mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan maslah yang 
diteliti dengan cara menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-
undangan, buku-buku, tulisan-tulisan dan dokumen yang berhubungan dengan 
masalah yang penulis teliti. Teknik analisis data dengan model analisis Kualitatif. 
 Hasil yang diperoleh dalam penulisan hukum ini, bahwa Proses 
penyelesaian sengketa di bidang merek menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 
2001 tentang Merek dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa secara litigasi 
dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi diatur dalam Undang-
Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dari Pasal 76 sampai dengan Pasal 83. 
Penyelesaian sengketa secara non litigasi merupakan penyelesaian sengketa diluar 
pengadilan, seperti melalui alternatif penyelesaian sengketa ataupun arbitrase. 
Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur hal tersebut dalam 
Pasal 84. Sesuai dengan kasus yang diteliti dalam penulisan hukum ini yaitu 
tentang Proses penyelesaian sengketa antara Honda Karisma dan Tossa Krisma. 
Berdasarkan atas Undang-Undang dan Keputusan Mahkamah Agung bahwa 
sengketa antara Honda Karisma dan Tossa Krisma sudah sesuai dengan ketentuan 
yang ada dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Sengketa antara Honda 
Karisma dan Tossa Krisma diselesaikan dengan menggunakan jalur litigasi. Hasil 
putusan penyelesaian sengketa tersebut terdapat perbedaan antara Pengadilan 
Niaga dengan Mahkamah Agung. Di Pengadilan Niaga, hakim memutuskan untuk 
menghapus merek Karisma dan mengabulkan gugatan Gunawan Chandra. 
Sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung, sengketa antara Honda Karisma 
dan Tossa Krisma dimenangkan oleh PT. ASTRA HONDA MOTOR dan 
Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 
 




A. Latar Belakang Masalah 
Kemajuan dibidang teknologi informasi dan telekomunikasi 
mendorong arus globalisasi di bidang industri dan perdagangan. Dengan 
kemudahan sarana informasi dan telekomunikasi yang ada, perdagangan antar 
negara dapat dilakukan langsung dari belakang meja, menembus batas-batas 
negara, membuat siapapun bebas bertransaksi dengan mitranya di seluruh 
dunia sehingga secara tidak langsung kemajuan di bidang telekomunikasi 
tersebut  telah menjadikan dunia sebagai suatu pasar tunggal bersama.  
Dalam perjalanan menuju perdagangan bebas saat ini, aspek Hak 
Kekayaan Intelektual, akan memegang peranan yang sangat penting dalam 
perdagangan internasional. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul 
atau lahir karena kemampuan intelektual manusia yang berupa temuan, karya, 
kreasi atau ciptaan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. 
Karya ini dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui olah pikir, daya cipta 
dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk 
menghasilkan sesuatu yang baru yang berguna untuk manusia. Secara umum 
Hak Kekayaan Intelektual terbagi dalam dua kategori yaitu: Hak Cipta dan 
Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri meliputi Paten, Merek, Desain 
Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas 
Tanaman (OK. Saidin, 2004: 16).  
Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual sangat diperlukan. 
Sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO 
(World Trade Organization), Indonesia terikat untuk menyesuaikan segala 
peraturan perundangannya di bidang hak kekayaan intelektual dengan standar 
TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) (OK. Saidin, 




timbul terkait dengan hak kekayaan intelektual. Hukum harus dapat 
memberikan perlindungan bagi karya intelektual sehingga dapat mendorong 
masyarakat untuk mengembangkan daya kreasinya di bidang ilmu 
pengetahuan, seni, dan sastra, yang akhirnya bermuara pada tujuan 
berhasilnya perlindungan hak kekayaan intelektual. 
Dalam perkembangannya, hak kekayaan intelektual mengalami 
berbagai permasalahan atau sengketa. Indonesia sebagai salah satu Negara 
anggota Organisasi Perdagangan Dunia juga tak luput dari permasalahan ini. 
Hal itu dibuktikan dengan telah beberapa kalinya Indonesia masuk dalam 
kategori negara yang perlu diawasi dalam masalah pelanggaran HAKI. 
Sengketa yang sering timbul dapat berupa penggunaan merek secara tanpa hak 
dan pelanggaran Hak Cipta. 
Merek merupakan salah satu komponen hak kekayaan intelektual yang 
perlu mendapat perhatian khusus. Pelanggaran atau perilaku menyimpang 
dibidang merek akan selalu terjadi. Hal ini berkaitan dengan perilaku bisnis 
yang curang yang menghendaki persaingan (competitive) dan berorientasi 
keuntungan (profit oriented), sehingga membuka potensi aktivitas bisnis yang 
curang atau melanggar hukum, dan motivasi seseorang melakukan 
pelanggaran merek terutama adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan 
di dalam praktek bisnisnya. 
Seiring dengan semakin ketatnya persaingan di dunia bisnis sehingga 
sangatlah mungkin terjadi sengketa diantara para pelaku bisnis. Salah satu 
kasus sengketa merek yang cukup menarik perhatian adalah kasus sengketa 
antara Honda Karisma dengan Tossa Krisma. Keunikannya adalah kasus ini 
tidak hanya menyangkut aspek perdata namun juga menyangkut aspek pidana. 
Gugatan yang diajukan oleh pihak PT. Tossa Shakti (pemegang hak atas 
merek Tossa Krisma) ke Pengadilan Niaga Jakarta merupakan tindakan guna 
menghindari tuntutan pidana dari pihak PT. Astra Honda Motor (pemegang 
hak atas merek Honda Karisma). 
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Banyaknya pembajakan terhadap merek-merek terkenal tersebut sudah 
barang tentu menimbulkan suatu kerugian yang bukan saja dialami oleh para 
pemilik merek itu sendiri, tapi juga oleh negara yang kehilangan potensi 
pemasukan pajak dari barang-barang yang diperdagangkan tersebut, dan 
terlebih lagi hal itu juga ikut menambah citra buruk Indonesia dalam masalah 
perlindungan HAKI khususnya dalam perlindungan merek terdaftar dimata 
dunia international. 
Karena sengketa di bidang merek dapat mengganggu kegiatan 
perekonomian baik secara regional maupun Internasional, maka diperlukan 
adanya suatu mekanisme pengendalian yang berupa cara-cara ataupun 
mekanisme penyelesaian sengketa. Hal tersebut bisa melalui jalan kekerasan 
maupun dengan jalan damai. Penyelesaian sengketa secara damai dapat 
ditempuh baik dengan jalur litigasi (pengadilan) atau non litigasi (diluar 
pengadilan). Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa merek tersebut telah 
diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 15  Tahun 2001 tentang 
Merek. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih 
dalam dan menuangkannya dalam suatu penelitian hukum mengenai 
penyelesaian sengketa di bidang merek menurut Undang-Undang No. 
15 Tahun 2001. Judul penulisan hukum ini adalah PENYELESAIAN 
SENGKETA MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 
2001 TENTANG MEREK (Studi Kasus Sengketa Antara Honda Karisma 
dan Tossa Krisma). 
B. Rumusan Masalah 
Di dalam setiap penelitian diperlukan adanya perumusan 
masalah agar penelitian tetap terarah, tidak menimbulkan pengertian 
yang menyimpang dari pokok permasalahan. 
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Maka berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah 
disebutkan di atas sekiranya perlu dirumuskan masalah-masalah yang akan 
dibahas. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa di bidang merek menurut 
Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek? 
2. Apakah putusan Hakim dalam proses penyelesaian sengketa atas kasus 
Honda Karisma dan Tosssa Krisma sudah memenuhi ketentuan Undang-
Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ? 
C. Tujuan Penelitian 
Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan. Tujuan penelitian 
diperlukan untuk memberikan arah yang tepat dalam proses penelitian agar 
penelitian tersebut berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Oleh karena 
itu tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut : 
1.   Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa merek menurut 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. 
b. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa merek Honda 
Karisma dan Tossa Krisma ditinjau dari putusan hakim dan Undang-
Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. 
2.  Tujuan Subyektif 
a. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar 
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
b. Untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman 
aspek hukum di dalam teori dan praktek dalam lapangan hukum 
khususnya mengenai hukum hak kekayaan intelektual. 
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c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh 
agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan 
masyarakat pada umumnya. 
D. Manfaat Penelitian 
Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan 
kegunaan yang dapat diambil dari penelitian, sebab besar kecilnya manfaat 
penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang 
menjadi manfaat dari penelitian ini dibedakan antara manfaat teoritis dan 
manfaat praktis, yaitu : 
      1.   Manfaat Teoritis : 
a. Hasil penelitian ini akan bermanfaat pada pengembangan 
hukum perdata, khususnya dalam hukum hak kekayaan 
intelektual. 
b. Hasil penelitian ini akan dapat digunakan sebagai teaching 
materials pada mata kuliah hukum hak kekayaan intelektual 
dan memberikan kegunaan untuk pengembangan ilmu hukum. 
c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan 
bagi penelitian lainnya yang sejenis.   
2. Manfaat Praktis: 
a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir 
dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penyusun 
dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. 
b. Sebagai bahan masukan yang dapat digunakan dan 
memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang 
terkait dan terlibat dengan bidang hak kekayaan intelektual. 
c.  Dapat  memperluas cakrawala berfikir dan pandangan bagi 
civitas akademika Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
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khususnya mahasiswa Fakultas Hukum yang menerapkan 
penulisan hukum ini. 
d. Dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah yang 
sedang diteliti oleh penulis. 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian diartikan sebagai suatu cara atau teknis 
yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan ”Penelitian 
adalah suatu upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang 
dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan 
sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran” 
(Mardalis, 1989: 24). 
Penelitian merupakan suatu kegiatan yang ilmiah yang 
berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara 
metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai 
dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasrkan 
suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang 
bertentangan dalam suatu kerangka (Soerjono Soekanto, 2005: 42). 
Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk 
mencapai suatu tujuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan 
ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran 
tertentu, yang bertujuan untuk satu atau beberapa gejala hukum 
tertentu, dengan jalan menganalisanya (Soerjono Soekanto, 2005: 
43). Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian 
sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan 
hukum ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif 
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adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 
bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto, 2006: 13). 
Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soerjono 
Soekanto, 2005: 52). Bahan-bahan yang telah diperoleh tersebut 
disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan 
dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai sifat 
deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk  
memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, 
keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 2005: 10). 
Penelitian deskriptif ini bertujuan menggambarkan secara lengkap 
dan sistematis keadaan objek yang diteliti (Tim PPH, 2007: 5). 
3. Jenis Data 
Pengertian data secara umum, yaitu semua informasi 
mengenai variable atau obyek yang diteliti. Lazimnya dalam 
penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh secara 
langsung dari masyarakat (data primer) dan dari buku pustaka 
(data sekunder) (Soerjono Soekanto, 2005: 12). 
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang 
diperoleh dari bahan pustaka atau dengan kata lain data tersebut 
sudah ada sebelumnya, antara lain mencakup dokumen-dokumen 
resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, 
peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, bahan dari 
kepustakaan, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan 
masalah yang diteliti. 
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4. Sumber Data 
Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah 
sumber data sekunder. 
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak 
secara langsung dari masyarakat melainkan dari bahan dokumen, 
peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, literatur, dan hasil 
penelitian lainnya yang mendukung sumber data primer (Soerjono 
Soekanto, 1986:12). Sumber data sekunder yang akan digunakan 
dalam penelitian ini adalah: 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam 
penelitian ini adalah: 
1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 
2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek 
3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek. 
4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berisi 
penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari 
buku, artikel, karya ilmiah, majalah, makalah, koran dan 
lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 
c. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang 
memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum 
primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus, dan bahan-
bahan dari internet. 
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5. Tehnik Pengumpulan Data 
Menurut Soerjono Soekanto, didalam penelitian lazimnya 
dikenal paling sedikit tiga jenis pengumpulan data yaitu studi 
dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan 
wawancara atau interview (Soerjono Soekanto, 2005: 21). 
Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data 
sekunder, dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data 
sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, 
dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, majalah, artikel, koran, dan 
bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang 
penulis teliti. 
6. Tehnik Analisis Data 
Setelah mendapatkan data yang diperoleh melalui metode 
pengumpulan data, maka tahap selanjutnya adalah tahap analisis 
dan atau pengolahan data. Menurut Lexy J. Moleong analisis data 
adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 
dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 
ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 
disarankan oleh data (Lexy J. Maleong, 2001:103). 
Penganalisaan data merupakan tahap yang paling penting 
dalam penelitian hukum normatif. Di dalam penelitian hukum 
normatif, maka pengelolaan data pada hakekatnya merupakan 
kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan 
hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap 
bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan 
pekerjaan analisa dan konstruktif (Soerjono Soekanto, 2005: 251). 
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Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis 
kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, 
kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan 
masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. 
Dengan demikian, maka dengan menggunakan metode  
kualitatif, seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau 
memahami gejala yang ditelitinya (Soerjono Soekanto, 2005: 32). 
 
F. Sistematika Penulisan Hukum (Skripsi) 
Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari skripsi 
yang disusun, maka penulis menyusun kerangka skripsi ini, adapun 
kerangka dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Pada bab ini berisi alasan pemilihan judul, permasalahan yang 
menjadi dasar penulisan skripsi, tujuan dan manfaat penelitian skripsi ini serta 
sistematika penulisan. Dalam alasan pemilihan judul diuraikan tentang hal-hal 
yang menjadi alasan dilakukannya penelitian tentang penyelesaian sengketa 
merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, 
kemudian untuk menjaga agar penelitian tidak terjadi penyimpangan dalam 
mengumpulkan data dan ketidakjelasan dalam pembahasannya, maka 
penelitian dibatasi pada pokok-pokok permasalahan dalam perumusan 
masalah. Pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini meliputi, 
Bagaimana penyelesaian sengketa merek menurut Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2001 tantang Merek dan apakah putusan hakim dalam proses 
penyelesaian sengketa antara Honda Karisma dan Tossa Krisma sudah 
memenuhi ketentuan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek . 
BAB  II: TINJAUAN PUSTAKA 
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Pada bab ini menguraikan tentang materi-materi dan teori-teori yang 
berhubungan dengan penyelesaian sengketa merek berdasarkan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Materi-materi dan teori-teori 
ini merupakan landasan yang mendasari analisis hasil penelitian yang 
diperoleh mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah disebutkan 
pada Bab I. 
  
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang 
penyelesaian sengketa merek menurut Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2001 tentang Merek 
BAB IV: PENUTUP 
Meliputi kesimpulan jawaban pada perumusan masalah dan 































A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan tentang Hak Kekayaan Intelektual 
a. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual 
Istilah Intellectual property right sebagai terminologi 
hukum di Indonesia diterjemahkan menjadi beberapa istilah, 
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diantaranya adalah Hak Kekayaan Intelektual, Hak Atas 
Kepemilikan Intelektual, Hak Milik Intelektual, Hak Atas Kekayaan 
Intelektual. Perbedaan terjemahan terletak pada kata property. 
Memang dapat diartikan sebagai kekayaan, tetapi juga dapat 
diartikan sebagai milik. Para penulis hukum ada yang 
menggunakan istilah Hak Milik Intelektual, adapula yang 
menggunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual (Abdulkadir 
Muhammad, 2001: 1). 
Akan tetapi pasca reformasi perundang-undangan dibidang 
Intellectual property right tahun 2000, dalam literatur hukum Indonesia 
Intellectual property right lebih sering ditemukan dan diterjemahkan 
sebagai Hak Kekayaan Intelektual. Intellectual property right 
dipadankan menjadi Hak Kekayaan Intelektual dalam bahasa Indonesia, 
berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-undangan 
Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07 Tahun 2000 dan telah 
mendapat persetujuan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dalam suratnya Nomor 24/M/PAN/1/2000, dapat disingkat 
dengan “HKI” atau dengan akronim “HaKI” (Daniel Suryana. Sejarah 
dan Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. 
dansur.blogster.com/sejarah_dan_perkembangan.html - 46k).  
Istilah Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan 
langsung dari Intellectual Property. Selain istilah Intellectual Property 
juga dikenal dengan istilah intangible property, creative property, dan 
incorporeal property. Di Perancis orang menyatakannya sebagai 
propriete intellectuelle dan propriete industrielle. Di Belanda biasa 
disebut milik intelektual dan milik perindustrian (M. Djumhana dan R. 
Djubaedillah, 1997: 19). WIPO sebagai organisasi internasional yang 
mengurus bidang hak milik intelektual memakai istilah Intellectual 
Property yang mempunyai pengertian luas dan mencakup antara lain 
karya kesusastraan, artistik maupun ilmu pengetahuan (scientific), 
12 
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pertunjukan oleh para artis, kaset atau penyiaran audio visual, 
penemuan dalam segala bidang usaha, dan penentuan komersial dan 
perlindungan terhadap persaingan curang. 
Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” , adalah padanan 
kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), 
yakni hak yang timbul bagi hasil otak yang menghasilkan suatu produk 
atau proses yang berguna untuk manusia (Direktorat Jenderal Hak 
Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM :13). 
Menurut pendapat David I Bainbridge, pengertian Hak 
Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif 
suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada 
khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat 
serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai 
nilai ekonomi (David I Bainbridge, 1990: 7). 
Hak kekayaan intelektual muncul dari cipta, rasa, karsa, dan 
karya manusia, atau dapat pula disebut sebagai hak atas kekayaaan yang 
lahir dari kemampuan intelektualitas manusia. Atas hasil kreasi 
tersebut, maka individu, kelompok, atau perusahaan yang menciptakan 
memiliki hak yang dijamin dan dilindungi peraturan yang ada untuk 
menggunakannya dan mengambil keuntungan atas hasil kreasinya 
tersebut. 
Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan 
intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, 
rasa dan karsanya. Hal tersebut yang membedakan kekayaan intelektual 
dengan jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki oleh manusia tetapi 
tidak dihasilkan oleh intelektualitas manusia. Sebagai contoh, kekayaan 
alam berupa tanah dan atau tumbuhan yang ada di alam merupakan 
ciptaan dari sang Pencipta. Meskipun tanah dan atau tumbuhan dapat 
dimiliki oleh manusia tetapi tanah dan tumbuhan bukanlah hasil karya 
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intelektual manusia. (bima.ipb.ac.id/~haki/index1.php?kiri=Merek - 
42k). 
b. Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual 
Berkembangnya perdagangan internasional dan adanya gerakan 
perdagangan bebas mengakibatkan makin terasa kebutuhan 
perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang sifatnya timbal 
balik tetapi bersifat antarnegara secara global. Pada akhir abad 
kesembilan belas, perkembangan pengaturan masalah HKI mulai 
melewati batas-batas negara. Pada tanggal 20 Maret 1883 merupakan 
tonggak sejarah dimulai dengan dibentuknya Paris Union untuk 
Perlindungan Internasional Milik Perindustrian yang dikenal The 
International Union for the Protection of Industrial Property. Tidak 
lama kemudian pada tahun 1886, dibentuk pula sebuah konvensi untuk 
perlindungan di bidang hak cipta yang dikenal dengan International 
Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, yang 
ditandatangani di Bern. 
Kedua konvensi tersebut masing-masing membentuk union yang 
berbeda-beda, yaitu : Union Internasional untuk perlindungan hak milik 
perindustrian (The International Union for the Protection of Industrial 
Property), dan Union Internasional untuk perlindungan hak cipta 
(International Convention for the Protection of Literary and Artistic 
Works). Meskipun terdapat dua union, tetapi pengurusan 
administrasinya dalam satu manajemen yang sama bahkan dalam 
gedung yang sama yaitu Bivieaux International Reunis Pour la 
Protection de la Propiete Intectualle (BIRPI). 
Perkembangan selanjutnya timbul keinginan agar terbentuk 
suatu organisasi dunia untuk HKI secara keseluruhan. Maka melalui 
Konvensi Stockholm tanggal 14 Juli 1967, yakni Convention 
Establishing the World Intellectual Property Organization telah 
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diterima suatu konvensi khusus untuk pembentukan World Intellectual 
Property Organization (WIPO). Organisasi ini merupakan organisasi 
antar pemerintah, yang berkedudukan di Jenewa. 
Dalam tugasnya terdapat dua fungsi utama WIPO yaitu fungsi 
pengembangan dan fungsi administratif. Dalam funsi pertamanya 
WIPO memprakarsai pembuatan perjanjian internasional selain itu juga 
memberikan bantuan tehnik kepada negara-negara berkembang 
sedangkan dalam fungsi administratifnya, WIPO merupakan badan 
sentral bagi administrasi keanggotaan yaitu dalam perjanjian-perjanjian 
internasional yang kegiatannya dilaksanakan oleh alat-alat 
perlengkapan administratif khusus. Tetapi dalam kenyataannya 
keberadaan WIPO (World Intellectual Property Organization) dirasa 
kurang, hal ini disebabkan adanya beberapa kelemahan WIPO, antara 
lain : 
1) WIPO belum bisa mengadaptasi perubahan struktur perdagangan 
internasional, dan perkembangan serta inovasi di bidang ekonomi 
dan teknologi. 
2) Tidak dapat memberlakukan ketentuan-ketentuan internasional 
terhadap bukan anggotanya 
3) WIPO tidak memiliki mekanisme untuk berkonsultasi 
menyelesaikan dan melaksanakan penyelesaian sengketa yang 
timbul 
4) Tidak mempunyai mekanisme untuk mengendalikan, dan 
menghukum pelaku pelanggaran terhadap Hak Kekayaan 
Intelektual, baik pelakunya negara anggota WIPO, ataupun negara 
yang bukan anggotanya. 
Adanya beberapa kelemahan yang dimiliki WIPO menyebabkan 
timbulnya gagasan agar pertemuan-pertemuan General Agreement on 
Tarif and Trade (GATT) membahas permasalahan HKI. Pada 
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KonvensiGATT-Putaran Uruguay di Marakesh (Maroko) tentang Hak 
Milik Intelektual, pada bulan September 1990 ditetapkanlah Trade 
Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) yaitu tentang 
aspek-aspek dagang yang terkait dengan Hak Milik Intelektual dan 
pembentukan World Trade Organization (WTO), yang didalamnya 
mempunyai struktur organisasi yang berkaitan dengan Hak Kekayaan 
Intelektual, yaitu Council for Trade Related Aspects of Intellectual 
Property Rights yang bertugas memantau pelaksanaan persetujuan di 
bidang aspek perdagangan dari HKI. Di samping kedua hal tersebut 
juga dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body) 
untuk penyelesaian sengketa di bidang HKI (M.Djumhana dan 
R.Djubaedillah, 1997: 12). 
Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi ini dengan 
dikeluarkannya UU No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement 
Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan 
Organisasi Perdagangan Dunia) diundangkan dalam LNRI 1994 Nomor 
57, tanggal 2 November 1994.   
 
 
c. Prinsip-prinsip dan sifat-sifat Hak Kekayaan Intelektual 
1) Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual 
Prinsip utama hak kekayaan intelektual memberikan 
jaminan keseimbangan antara dua kepentingan,yaitu 
kepentingan dari pemilik hak dan kebutuhan masyarakat 
umum. Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan 
tersebut diatas maka sistem hak Kekayaan Intelektual 
berdasar pada prinsip sebagai berikut  : 
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a) Prinsip Keadilan Sosial 
Seorang pencipta dengan hasil pemikirannya, 
menciptakan suatu penemuan, maka sangatlah wajar 
bagi penemu tersebut untuk mendapatkan imbalan baik 
berupa materi ataupun non materi, seperti dilindungi dan 
diakui hasil karyanya. Hal ini didasarkan pada hak 
seseorang terhadap penemuannya menimbulkan suatu 
kewajiban bagi para pihak lain untuk melakukan suatu 
perbuatan yang sifatnya timbal balik seperti diwujudkan 
dalam bentuk royalty dari hasil kerjanya, dan juga 
memberikan rasa aman bagi pemilik hak karena haknya 
dilindungi. 
b) Prinsip Kebudayaan 
Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil proses 
kemampuan berfikir manusia yang dijelmakan ke dalam 
suatu ciptaan atau penemuan. Semakin tinggi tingkat 
berfikir manusia, maka semakin tinggi pula tingkat 
kebudayaan suatu bangsa dimana manusia itu berada. 
Suatu bangsa akan semakin maju apabila warga 
negaranya selalu berusaha memberikan pemikiran-
pemikiran yang membuahkan karya cipta karya yang 
dapat memperkaya budaya bangsa.  
c) Prinsip Ekonomi 
Hak Kekayaan Intelektual ini merupakan hak yang  
berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya 
pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum 
dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta 
berguna dalam menunjang kehidupan manusia, 
maksudnya ialah bahwa kepemilikan itu wajar karena 
sifat ekonomis manusia menjadikan hal itu satu keharusan 
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untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat. 
Dengan demikian Hak Kekayaan Intelektual merupakan 
suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari 
kepemilikannya seseorang akan mendapatkan 
keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti, 
dan tecnical fee 
d) Prinsip Moralitas 
Pemilik Hak Kekayaan Intelektual sudah seharusnya 
memperoleh hak untuk dihargai atas ciptaan-ciptaan 
atau penemuannya dan dialah yang memutuskan bila 
dan bagaimana karyanya dapat dimanfaatkan oleh 
umum dan dia juga mempunyai hak untuk keberatan 
atas penemuannya dalam penggunaannya. 
(M.Djumhana dan R.Djubaedillah, 1997: 24-26). 
2) Sifat-sifat Hak Kekayaan Intelektual 
Pada dasarnya Hak Kekayaan Intelektual merupakan 
bagian dari kekayaan seseorang sehingga pemiliknya pada 
prinsipnya adalah bebas berbuat apa saja sesuai kehendak, 
tetapi didalam perkembangannya kebebasan tersebut 
mengalami perubahan dimana menempatkan Undang-
undang tidak semata-mata bersifat tambahan melainkan 
memberikan ketentuan yang bersifat memaksa, namun 
demikian perubahan tersebut masih bertumpu pada sifat asli 
yang ada pada Hak Kekayaan Intelektual tersebut, yaitu 
diantaranya : 
a) mempunyai jangka waktu terbatas 
Setiap Hak Kekayaan Intelektual mempunyai masa 
perlindungan yang terbatas, setelah habis masa 
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perlindungannya kekayaan intelektual tersebut akan 
menjadi milik umum. Namun masa perlindungan ini bisa 
diperpanjang terus, namun ada juga yang hanya bisa 
diperpanjang satu kali, dimana masa perlindungan 
pertanian tidaka akan sama lamanya dengan masa 
perlindungan berikutnya. 
b) bersifat eksklusif dan mutlak 
Hak Kekayaan Intelektual melekat pada pemiliknya 
sehingga dapat dipertahankan kepada siapapun juga. 
Pemilik hak berhak untuk melarang pihak lain yang tanpa 
persetujuannya melakukan tindakan seperti membuat, 
memakai, menjual, mengimpor, mengeksporkan atau 
mengedarkan barang yang merupakan ciptaan atau 
penemuannya. 
Hal tersebut dilindungi oleh Undang-undang, 
sehingga pihak lain yang memanfaatkan suatu kekayaan 
intelektual tanpa seizin pemilik hak dapat dituntut melalui 
jalur hukum 
c) bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan 
d. Jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual 
Perlindungan terhadap jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual 
(HKI) diatur dalam WTO-GATT-TRIPs, meliputi : 
1)  Copyrights dan related righst (hak cipta dan hak yang 
terkait didalamnya); 
2) Trademark, service marks, trade names (merek dagang, 
merek jasa, dan nama dagang); 
3) Geographical indications ( indikasi geografis); 
4) Industrial designs (desain industri); 
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5) Patens (paten); 
6) Layout designs (topographies) of integrated circuits (desain 
tata letak sirkuit terpadu); 
7) Protection of undisclosed information (rahasia dagang); 
8) Control of anti-competitive rights (perlindungan terhadap 
persaingan curang). 
e. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia 
Sejarah perjalanan negara Indonesia sebelum perang 
kemerdekaan pernah mencatat bahwa Indonesia pernah turut 
serta dalam Bern Convention, yang mengatur mengenai 
perlindungan Hak Cipta. Jauh sebelum kesepakatan mengenai 
pembentukan World Trade Organization ditandatangani, 
Indonesia juga pernah membuat dan mengundangkan 
Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan 
dan Merek Perniagaan, yang kemudian diganti dengan 
Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, Undang-
Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1987 dan 
Undang-Undang No.6 Tahun 1989 tentang Paten (Gunawan 
Widjaja, 2001: 74) 
Dengan ikut sertanya Indonesia dalam Agreement 
Establishing the World Trade Organization, sebagai bagian dari 
kesepakatan untuk ikut serta dalam WTO-GATT-TRIPs dengan 
mengesahkan dan membukukan Undang-Undang No. 7 Tahun 
1994 tentang Pengesahan  Agreement Establishing the World 
Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 
Perdagangan Dunia), maka Indonesia diwajibkan untuk 
membuat dan memberlakukan ketentuan-ketentuan yang 
diatur dalam WTO-GATT-TRIPs tersebut. Berikut dibawah ini 
berbagai macam peraturan perundang-undangan yang 
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sampai saat ini berlaku di Indonesia, yang mengatur mengenai 
HKI, yang meliputi antara lain : 
1) Dalam Bidang Hak Cipta 
a) UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang dirubah 
dengan UU No. 7 Tahun 1987, kemudian dirubah lagi 
dengan UU No. 12 Tahun 1997 dan terakhir diganti 
dengan UU No. 19 Tahun 2002 
b) Keputusan Presiden No.17 Tahun 1988 tentang 
Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hak 
Cipta atas Rekaman Suara antara Republik Indonesia 
dengan Masyarakat Eropa 
c) Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1989 tentang 
Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hak 
Cipta antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat 
d) Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997 tentang 
Pengesahan WIPO Copyrights Treaty 
2) Dalam Bidang Paten 
a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten 
yang dirubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 dan 
terakhir diganti dengan UU No. 14 Tahun 2001 
b) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1991 tentang Impor 
Bahan Baku Atas Produk Tertentu yang Dilindungi Paten 
Bagi Produksi Obat di dalam Negeri 
c) Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1991 tentang 
Pendaftaran Khusus Konsultan Paten 
d) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1991 tentang Tata 
Cara Permintaan Paten 
e) Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997 tentang 
Pengesahan Patent Cooperation Treaty (PCT) and 
Regulations Under PCT 
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3) Dalam Bidang Merek 
a) UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek yang dirubah 
dengan UU No. 1997 dan terakhir dengan UU No. 15 
Tahun 2001 
b) Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997 tentang 
Pengesahan Trademark Law Treaty 
4) Dalam Bidang Rahasia Dagang 
Pengaturan Rahasia Dagang terdapat dalam UU No. 30 
Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 
5) Dalam Bidang Desain Industri 
Pengaturan Desain Industri terdapat dalam UU No.31 Tahun 
2000 tentang Desain Industri. 
6) Dalam Bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 
Pengaturan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu terdapat 
dalam UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak 
Sirkuit Terpadu 
7) Dalam Bidang Perlindungan Terhadap Varietas Tanaman 
Pengaturan Perlindungan Terhadap Varietas Tanaman 
terdapat dalam UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan 
Terhadap Varietas Tanaman. 
8) Lainnya   
a) Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan 
Agreement Establishing The World Trade Organization 
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan 
Dunia) 
b) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
c) Undang-undang No. 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen 
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d) Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 tentang 
Pengesahan Paris Convention for the Protection of 
Industrial Property and Convention Establishing the World 
Intellectual Property Organization sebagaimana telah 
diubah dengan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 
e) Keputusan Presiden No. 20 Tahun 1997 tentang 
Pengesahan Convention Relaing to International 
Exhibitions beserta Protocol (Konvensi mengenai Pameran 
Internasional beserta Protokol). 
2. Tinjauan Umum tentang Merek 
a. Pengertian Merek 
Merek adalah alat yang berupa tanda untuk membedakan barang 
dan atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Pengertian 
merek dewasa ini pada dasarnya banyak kesamaannya diantara Negara 
peserta Uni Paris yang mengacu pada ketentuan Konvensi Paris. 
Demikian juga di negara berkembang banyak yang mengadopsi 
pengertian merek dari Model Hukum untuk negara-negara 
berkembang yang dikeluarkan oleh BIRPI (Bivieaux International 
Reunis pour la Protection de la Propriete Intellectuelle/ Bureau for 
the Protection of Intellectual Property) 1967. Pada model hukum 
tersebut disebutkan definisi tentang merek, yang tercantum dalam 
Pasal 1 ayat (1) sub a sebagai berikut :”Trade mark means any visible 
sign serving to distinguish the good of one enterprise from those of 
other enterprises” (M.Djumhana dan R.Djubaedillah, 1997: 155). 
Dalam Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 
dicantumkan definisi merek Pasal 1 angka 1, yaitu Merek adalah tanda 
yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan 
warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya 
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pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa 
(UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek). 
Melihat definisi menurut Undang-undang menunjukkan bahwa 
kriteria merek yang diberikan oleh undang-undang merek diantaranya, 
bahwa merek harus mempunyai daya pembeda yang cukup (capable of 
distinguishing), artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang 
dan atau jasa produk suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Agar 
mempunyai daya pembeda, merek harus dapat memberikan penentuan 
pada barang dan atau jasa yang bersangkutan (Abdulkadir Muhammad, 
2001: 120). Merek dapat dicantumkan pada barang, atau pada 
bungkusan, atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang 
bersangkutan dengan jasa yang diberi merek tersebut. 
b. Pengertian Hak Atas Merek 
Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh 
negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar 
Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan 
sendiri merek tersebut atau memberi ijin kepada seseorang 
atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan 
hukum untuk menggunakannya (Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001). 
Hak atas merek  diberikan kepada pemilik merek yang 
beritikad baik dan hanya berlaku untuk barang atau jasa 
tertentu. 
Sesuai dengan ketentuan bahwa hak merek itu diberikan 
pengakuannya oleh negara, maka pendaftaran atas 
mereknya merupakan suatu keharusan apabila ia 
menghendaki agar menurut hukum dipandang sah sebagai 
orang yang berhak atas merek. Bagi orang yang mendaftarkan 
mereknya terdapat suatu kepastian hukum bahwa dialah yang 
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berhak atas merek tersebut. Sebaliknya bagi pihak lain yang 
mencoba akan mempergunakan merek yang sama atas 
barang atau jasa lainnya yang sejenis oleh  Direktorat Jenderal 
Hak Kekayaan Intelektual tentunya akan ditolak 
pendaftarannya. 
c. Jenis Merek 
Adanya pemakaian merek dalam dunia perdagangan barang 
dan jasa menimbulkan penggolongan merek. Berdasarkan Undang –
undang No. 21 Tahun 1961 membedakan merek atas merek 
perusahaan dan merek perniagaan. Merek perusahaan (fabrieksmerk, 
factory mark) adalah merek yang dilekatkan pada barang oleh 
pembuatnya (pabrik), sedangkan Merek perniagaan (handlesmerk, 
trade mark) adalah merek yang dilekatkan pada barang oleh pengusaha 
perniagaan yang mengedarkan barang itu (Rachmadi Usman, 2003: 
324). 
Sedangkan menurut Undang-undang No.15 Tahun 2001 
membagi merek menjadi dua (2), yaitu : 
1) Merek Dagang 
Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh 
seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan 
hukum untuk membedakan dengan barang barang sejenis lainnya ( 
Pasal 1 angka (2) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek). 
2) Merek Jasa 
Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh 
seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau oleh 
badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya ( 
Pasal 1 angka (3) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek). 
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Kelas barang atau jasa adalah kelompok jenis barang atau jasa  
yang mempunyai persamaan sifat, cara pembuatan, dan tujuan 
penggunaannya. 
 
d. Sistem, Prosedur dan Syarat Pendaftaran Merek 
1) Sistem Pendaftaran Merek 
Dalam menentukan siapa yang berhak atas merek tergantung 
sistem pendaftaran merek yang dianut oleh negara yang 
bersangkutan. Sistem pendaftaran merek yang biasanya dikenal 
adalah sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem konstitutif 
adalah hak atas merek tercipta atau terlahir karena pendaftaran. 
Sedangkan yang dimaksud dengan sistem deklaratif adalah hak 
atas merek tercipta atau lahir karena pemakaian pertama, walaupun 
tidak didaftarkan.  
Sistem pendaftaran merek di Indonesia menurut Undang-
undang No.15 Tahun 2001 menganut sistem konstitutif, yaitu hak 
atas merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar, sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 3, yang berbunyi : Hak atas merek adalah 
hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek 
yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu 
tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi ijin 
kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau 
badan hukum untuk menggunakannya. Dengan demikian seseorang 
atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang 
memiliki merek, agar merek tersebut mendapat pengakuan dan 
perlindungan hukum, maka harus mengajukan pendaftaran ke 
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran adalah 
satu-satunya yang mudah diketahui dan yang dapat dipakai sebagai 
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dasar yang kokoh dan pasti untuk dijadikan dasar pemberian hak 
atas merek. Jadi, siapa yang mereknya terdaftar dalam Daftar 
Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, maka 
dialah yang berhak atas merek tersebut. Sistem ini akan lebih 
menjamin adanya kepastian hukum. Bentuk jaminan kepastian 
hukum ini yaitu adanya tanda bukti pendaftaran dalam bentuk 
sertifikat sebagai bukti hak atas merek sekaligus dianggap sebagai 
pemakai pertama merek yang bersangkutan. Karena itu sistem 
konstitutif ini sangat menguntungkan pemilik merek untuk 
mendapatkan kepastian hukum apabila terjadi sengketa merek di 
kemudian hari. 
2) Prosedur Pendaftaran Merek 
a) Umum 
Permintaan pendaftaran merek diajukan secara 
tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat 
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Surat permintaan 
pendaftaran merek mencantumkan: 
(2) tanggal, bulan, dan tahun 
(3) nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat 
pemohon 
(4) nama lengkap, dan alamat Kuasa apabila 
Permohonan diajukan melalui Kuasa 
(5) warna-warna apabila merek yang dimohonkan 
pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna 
(6) nama negara tanggal permintaan merek yang 
pertama kali dalam hal Permohonan diajukan 
dengan Hak Prioritas. 
b) Dengan hak Prioritas 
 xli
Setiap orang yang telah mengajukan aplikasi 
permintaan suatu hak merek kepada suatu negara dari 
peserta Uni akan memperoleh hak prioritas untuk 
mengajukan pendaftaran di negara lain ( Pasal 4 A ayat 
(1) Konvensi Paris revisi Stockholm 1967). 
Permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas 
diatur dalam pasal 11 -12 Undang-Undang No.15 Tahun 2001. 
hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan 
permohonan yang bersal dari negara yang tergabung dalam 
Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau 
Agreement Establishing the World Trade Organization untuk 
memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan (filling date) 
di Negara asal merupakan tanggal prioritas (priority date) di 
Negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua 
perjanjian tersebut. 
Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus 
diajukan dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan 
terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran 
merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang 
merupakan anggota Paris Convention for the Protection of 
Industrial Property atau Agreement Establishing the World 
Trade Organization. Permohonan dengan menggunakan hak 
prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan 
permohonan pendaftaran merek yang pertama kali menimbulkan 
hak prioritas tersebut. Bukti hak prioritas tersebut harus 
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. 
3) Syarat Pendaftaran Merek 
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Sebuah merek tidak dapat didaftarkan apabila 
memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 
Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. 
Dalam Pasal 4 Undang-undang No. 15 Tahun 2001, 
disebutkan bahwa : “ Merek tidak dapat didaftarkan atas 
dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang 
beritikad tidak baik.” 
Dalam Pasal 5 Undang-undang No. 15 Tahun 2001, 
disebutkan bahwa :  
Merek yang tidak dapat didaftarkan adalah merek yang 
mengandung unsur-unsur dibawah ini : 
a) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau 
ketertiban umum; 
b) tidak memiliki daya pembeda; 
c) telah menjadi milik umum; 
d) merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang 
atau jasa yang dimohonkan pendaftaran. 
Selain berdasarkan ketentuan tersebut diatas, suatu 
merek juga akan ditolak apabila memenuhi ketentuan 
tentang penolakan pendaftaran merek yang diatur dalam 
Pasal 6 Undang-undang No. 15 Tahun 2001, yang 
menyebutkan bahwa : 
(1) permohonan tersebut harus ditolak oleh Direktorat 
Jenderal apabila merek tersebut : 
a) mempunyai persamaan pada pokoknya atau 
keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang 
sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau 
jasa yang sejenis; 
b) mempunyai persamaan pada pokoknya atau 
keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal 
milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis; 
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c) mempunyai persamaan pada pokoknya atau 
keseluruhannya dengan inikasi geografis yang sudah 
terkenal. 
(2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dapat pula diberlakukan terhadap barang dan atau 
jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi 
persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah 
(3) permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal 
apabila merek tersebut : 
a) merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, 
foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang 
lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; 
b) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau 
singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau 
emblem negara atau lembaga nasional maupun 
internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari 
pihak yang berwenang; 
c) merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap 
atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau 
lembaga Pemerintah kecuali atas persetujuan tertulis 
dari pihak yang berwenang.   
e. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek 
Penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum 
Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI 
atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang 
bersangkutan. 
Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa 
Direktorat Jenderak HKI dapat dilakukan jika : 
1) merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut 
dalam perdagangan barang dan atau jasa sejak tanggal 
pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali ada alasan 
yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal HKI, atau; 
2) merek digunakan untuk jenis barang dan atau jasa yang 
tidak sesuai dengan jenis barang dan atau jasa yang 
dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek 
yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar. 
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Adapun alasan-alasan yang dapat diterima oleh Kantor 
Merek dalam hal tidak digunakannya merek dalam 
perdagangan barang dan atau jasa itu secara limitative telah 
ditentukan, yaitu karena adanya larangan impor; larangan 
yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang 
menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari 
pihak yang berwenang yang bersifat sementara; larangan 
serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan. 
Selain Direktorat Jenderal HKI yang berhak untuk 
menghapus pendaftaran merek dalam hal menghadapi 
kenyataan adanya 2 (dua) kondisi tersebut diatas, pihak ketiga 
pun dapat mengajukan permintaan penghapusan 
pendaftaran sesuatu merek berdasarkan alasan terpenuhinya 
kondisi tersebut. Adapun caranya dilakukan dengan bentuk 
gugatan melalui Pengadilan Niaga. 
Mengenai penghapusan pendaftaran merek yang 
dilakukan atas permintaan pemilik merek baik untuk sebagian 
atau seluruh jenis barang dan atau jasa yang termasuk dalam 
satu kelas, diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI. Permintaan 
penghapusan merek tersebut selanjutnya dicatat dalam Daftar 
Umum Merek, dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. 
Dalam pengaturan merek selain dikenal mekanisme 
penghapusan pendaftaran merek, juga terdapat mekanisme 
pembatalan merek terdaftar. Pendaftaran merek hanya dapat 
dimintakan pembatalannya oleh pihak yang berkepentingan, 
yaitu pemilik merek yang terdaftar berdasarkan alasan tertentu. 
Tetapi ada pengecualiannya, yaitu bagi pihak pemilik merek 
yang belum terdaftar dapat pula mengajukan gugatan setelah 
mengajukan permintaan pendaftaran merek kepada Direktorat 
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Jenderal HKI. Permintaan pembatalan diajukan melalui 
gugatan ke Pengadilan Niaga, diantaranya karena alasan : 
1) merek terdaftar yang pendaftarannya dilakukan oleh 
pemohon yang beritikad tidak baik; 
2) merek terdaftar tersebut bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, 
kesusilaan, atau ketertiban umum, tidak memiliki daya 
pembeda, telah menjadi milik umum, merupakan 
keterangan atau berkaitan dengan barang dan atau jasa 
yang dimohonkan pendaftarannya; 
3)  mempunyai persamaan pada pokoknya atau 
keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah 
terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang 
sejenis;  
4) mempunyai persamaan pada pokoknya atau 
keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik 
pihak lain untuk barang dan/atau jasa. 
5) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau 
keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah 
dikenal; 
6) Merupakan atau menyerupai  nama orang terkenal, foto, 
atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali 
atas oersetujuan tertulis dari yang berhak; 
7) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan 
nama, bendera atau lambang atau simbol atau emblem 
suatu negara atau lembaga nasional maupun internasional, 
kecuali atas persetujuan tertulis  dari pihak yang berwenang; 
8) merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau 
stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga 
Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang 
berwenang. 
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f. Jangka Waktu Perlindungan Hak Atas Merek 
Berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Pasal 
28, merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk 
jangka waktu sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan dan 
jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang atas 
permintaan pemilik merek, jangka waktu perlindungan dapat 
diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Dalam 
hal perpanjangan ini biasanya tidak dilakukan lagi penelitian 
(examination) atas merek tersebut, juga tidak dimungkinkan 
adanya bantahan. 
Prosedur permintaan perpanjangan waktu dilakukan 
secara tertulis oleh pemilik, atau kuasanya dalam jangka tidak 
lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sekurang-kurangnya enam 
bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi 
merek terdaftar tersebut. Permintaan perpanjangan waktu ini 
dapat diterima, tetapi dapat juga ditolak. 
Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan 
merek terdaftar diterima dan disetujui apabila : 
1) merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang 
dan atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek 
2) barang dan atau jasa sebagaimana dalam Sertifikat Merek 
tersebut masih diproduksi dan diperdagangkan 
Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek yang 
telah disetujui tersebut dicatat dalam Daftar Umum Merek dan 
diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Juga diberitahukan 
secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya. 
g. Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar 
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Bentuk dan tata cara pengalihan hak merek telah diatur dalam 
pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Merek Tahun 2001, yang berbunyi: 





5) sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-
undangan. 
Berdasarkan Undang-Undang no.15 Tahun 2001 pasal 40 ayat 
2, pengalihan hak merek itu harus dicatat melalui permohonan 
Direktorat Jenderal dan dimuat dalam Daftar Umum Merek untuk 
selanjutnya diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Dengan demikian 
apabila pengalihan merek tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Merek 
maka tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga. 
Di samping itu perlu diketahui juga bahwa disamping 
pengalihan hak atas merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan  
nama baik, reputasi atau lain-lainnya yang terkait dengan merek 
tersebut, hal ini tercantum dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang 
Merek No.15 Tahun 2001. 
3. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa 
a. Penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual  
Dalam rangka untuk mengantisipasi munculnya sengketa 
sebagai konsekuensi diberlakukannya perlindungan hukum Hak 
Kekayaan Intelektual di wilayah Indonesia, peraturan 
perundang-undangan telah menyediakan beberapa lembaga 
yang bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan sengketa. 
Pemanfaatan lembaga tersebut ditentukan berdasarkan jenis 
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sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang dialami oleh para 
pihak yang terlibat. Dalam peraturan perundang-undangan, 
sengketa Hak Kekayaan Intelektual dapat digolongkan dalam 
tiga kategori, yaitu: 
1) sengketa administratif 
2) sengketa perdata 
3) sengketa pidana 
Berdasarkan tipe sengketa tersebut, aturan normatif telah 
menetapkan lembaga-lembaga yang bisa diakses untuk 
menyelesaikan sengketa. 
1) Sengketa administratif 
Sengketa administratif adalah sengketa yang terjadi 
antara pihak yang mengajukan Hak Kekayaan Intelektual 
dengan Pemerintah (Dirjen Hak Kekayaan Intelektual) yang 
berkaitan dengan penilakan permohonan yang dilakukan 
oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelaktual akibat tidak 
dipenuhinya beberapa persyaratan sebagaimana telah 
ditetapkan dalam aturan normatif; atau sengketa antara 
Pemegang Hak Kekayaan Intelektual dan Dirjen Hak 
Kekayaan Intelektual dengan pihak ketiga, yang berkaitan 
dengan gugatan pembatalan Hak Kekayaan Intelektual 
karena diduga adanya kesalahan keputusan administratif 
yang telah dikeluarkan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. 
Untuk menyelesaikan sengketa administratif 
ketentuan normatif telah menyediakan Komisi Banding, 
Pengadilan Niaga, dan Mahkamah Agung, sebagai sarana 
untuk mendapatkan putusan. Dalam ketentuan perundang-
undangan Hak Kekayaan Intelaktual, komisi banding hanya 
diperuntukkan untuk menyelesaikan sengketa administratif 
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bidang paten, merek, dan perlindungan varietas tanaman, 
khususnya yang berkaitan dengan permohonan banding 
karena adanya penolakan permintaan pendaftaran.  
Komisi banding merupakan badan khusus yang 
independen dan berada di lingkungan departemen terkait, 
untuk paten dan merek adalah Departemen Hukum dan 
HAM, sedangkan untuk perlindungan varietas tanaman 
adalah Departemen Pertanian.Tata terbib beracara yang 
harus diperhatikan komisi banding meliputi: a) penyelesaian 
menurut nomor permintaan; b) terbuka untuk umum; c) 
pemeriksaan berdasarkan berkas; d) dapat dilakukan 
mendengar keterangan dan penelitian lapangan. 
Keberadaan Pengadilan Niaga untuk menyelesaiakan 
sengketa Hak Kekayaan Intelaktual dimulai saat pemerintah 
pada tahun 2000 memberlakukan Undang-Undang Desain 
Industri, Undang-Undang Rangkaian Sirkuit Terpadu, 
selanjutnya Undang-Undang Paten 2001 dan Undang-
Undang Merek 2001, dan Undang-Undang Hak Cipta 2002.   
2) Sengketa perdata 
Dalam sengketa perdata bidang Hak Kekayaan 
Intelektual, lembaga yang bisa diakses oleh masyarakat 
untuk mendapat keadilan adalah pengadilan negeri, 
pengadilan niaga, arbitrase, dan alternatif penyelesaian 
sengketa. Sengketa perdata bisa timbul karena adanya 
perbedaan pernafsiran terhadap isi perjanjian, atau salah 
satu pihak wanprestasi atas perjanjian (perjanjian lisensi) 
yang sebelumnya telah mereka sepakati. Penggunaan 
salah satu lembaga penyelesaian sengketa tersebut 
ditentukan berdasarkan isi atau klausul perjanjian yang 
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dibuat oleh para pihak, ketika pertama membuat 
perjanjian.  
3) Sengketa pidana 
Untuk sengketa tindak pidana di bidang Hak 
Kekayaan Intelektual, yang melibatkan negara melawan 
pelaku tindak pidana Hak Kekayaan Intelektual, 
berdasarkan aturan normatif, wajib diselesaikan melalui jalur 
lembaga peradilan umum. Dalam sistem hukum di 
Indonesia, semua pelanggaran di bidang Hak Kekayaan 
Intelektual, baik itu hak cipta, merek, paten, perlindungan 
varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, desain 
tata letak sirkuit terpadu, dikategorikan sebagai suatu tindak 
pidana (Adi Sulistiyono, 2004: 49-68). 
b. Penyelesaian Sengketa Merek 
Seiring dengan semakin ketatnya persaingan di dunia 
bisnis sehingga sangatlah mungkin terjadi sengketa diantara 
para pelaku bisnis. 
Berdasarkan ketentuan dalam UU No.15 Tahun 2001 
tentang Merek, maka upaya penyelesaian sengketa di bidang 
merek dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa secara 
litigasi, yaitu penyelesaian melalui lembaga pengadilan. Selain 
itu juga dapat ditempuh upaya penyelesaian sengketa secara 
non litigasi yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan, 
seperti melalui alternatif penyelesaian sengketa ataupun 
arbitrase. 
Penyelesaian sengketa merek melalui jalur litigasi, dapat 
ditempuh melalui penyelesaian secara pidana, perdata, 
maupun administrasi. Ketentuan mengenai penyelesaian 
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sengketa merek tersebut telah diatur secara khusus dalam 
Undang-Undang No. 15  Tahun 2001 tentang Merek. 
Penyelesaian secara pidana dapat dilakukan oleh pemilik 
merek terdaftar berdasarkan ketentuan dalam Pasal 90 UU No. 
15 Tahun 2001, yang berbunyi : ”Barangsiapa dengan sengaja 
dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada 
keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk 
barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau 
diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 
5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)” dan Pasal 91, yang 
berbunyi : ”Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak 
menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan 
merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis 
yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda 
paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”. 
Ketentuan pasal tersebut di atas memuat sanksi pidana 
yang memberikan perlindungan hukum kepada orang atau 
badan hukum yang merasa berhak atas kepemilikan suatu 
merek. Namun karena tindak pidana merupakan delik aduan 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 95 Undang-Undang No. 
15 Tahun 2001, maka pemilik merek terdaftarlah yang harus dan 
berhak melaporkan kepada pihak yang berwenang bahwa 
telah terjadi pelanggaran atas mereknya oleh pihak lain secara 
tanpa hak   
Penyelesaian secara perdata dapat dilakukan 
berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang No. 15 
Tahun 2001, yang menyebutkan bahwa pemilik merek terdaftar 
dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara 
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tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan 
pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa 
yang sejenis, berupa gugatan ganti rugi, dan/ atau penghentian 
semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek 
tersebut dan gugatan tersebut dapat diajukan oleh pemilik 
merek terdaftar melalui Pengadilan Niaga. 
Penyelesaian secara administratif bila terjadi pelanggaran 
merek dapat dilakukan melalui kewenangan administrasi 
negara, yaitu di antaranya melalui Kewenangan Pabean 
Standar Industri, Kewenangan Pengawasan Badan Penyiaran, 
dan Kewenangan Pengawasan Standar Periklanan. Sanksi 
administratif yang dapat dikenakan kepada pihak yang telah 
menggunakan merek secara tanpa hak, diantaranya dapat 
berupa tindakan larangan impor, larangan yang berkaitan 
dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek 
terdaftar milik pihak lain maupun larangan terhadap iklan merek 
yang menyessatkan konsumen. 
Selain penyelesaian secara litigasi tersebut di atas, 
sengketa merek juga dapat diselesaikan secara non litigasi yaitu 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti melalui 
alternatif penyelesaian sengketa maupun arbitrase (Pasal 84 UU 
No. 15 Tahun 2001).  
Dalam UU No.30 Tahun 1999 dikenal enam macam cara 






5. Pemberian pendapat hukum 
6. Arbitrase 
Arbitrase sebagai salah satu bentuk pranata alternatif 
penyelesaian sengketa tingkat akhir memegang peranan yang 
sangat penting, ketika lembaga pengadilan maupun bentuk 
alternatif penyelesaian sengketa lainnya tidak mampu untuk 
menyelesaikan suatu perkara hukum. Menurut UU No.30 Tahun 
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 
disebutkan bahwa :”Arbitrase adalah cara penyelesaian 
sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan 
pada perjanjian tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. 
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Penyelesaian 
(Ps. s.d Ps.84) 
Sengketa 
Pendaftaran (Ps.18 
Merek Terdaftar Merek Tidak Terdaftar 
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Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul atau 
lahir karena kemampuan intelektual manusia yang berupa temuan, 
karya, kreasi atau ciptaan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni 
dan sastra. 
Merek merupakan salah satu komponen Hak Kekayaan 
Intelektual, yang perlu mendapat perhatian khusus. Undang-Undang 
No. 15 Tahun 2001 merupakan dasar yang mengatur segala sesuatu 
tentang Merek. Dalam UU No. 15 Tahun 2001 ini dikenal adanya sistem 
pendaftaran yang bersifat konstitutif, yaitu hak atas merek dapat 
timbul atau lahir akibat adanya pendaftaran. Dengan adanya 
pendaftaran maka merek akan dibedakan menjadi dua yaitu merek 
terdaftar dan merek tidak terdaftar.  
Dengan pendaftaran merek tersebut, maka menurut UU No. 15 
Tahun 2001 merek terdaftar akan diberikan perlindungan hukum bagi 
pemilik merek terdaftar tersebut. Selain diberikan perlindungan hukum, 
merek terdaftar dapat pula diajukan penghapusan dan pembatalan 
yang diajukan oleh pemilik merek sendiri, atau prakarsa Direktorat 
Merek Ditjen HKI, serta dapat pula diajukan oleh Pihak ketiga yang 
berkepentingan yang didasarkan pada pasal-pasal yang tercantum 
dalam UU No.15 Tahun 2001. Penghapusan  atau pembatalan merek 
terdaftar tersebut dapat menimbulkan sengketa dibidang merek. Oleh 
sebab itu dibutuhkan suatu cara atau mekanisme penyelesaian 
sengketa agar sengketa tersebut tidak berlarut-larut. UU No.15 Tahun 
2001 merupakan dasar untuk memberikan perlindungan hukum 
terhadap merek. Aksi nyata perlindungan hukum terhadap merek 
dapat dilihat ketika terjadi proses penyelesaian sengketa. Proses 
penyelesaian sengketa di bidang merek dijelaskan secara rinci dalam 






C. Kerangka Teori 
1. Tinjauan tentang Hak Kekayaan Intelektual 
a. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual 
Istilah Intellectual property right sebagai terminologi 
hukum di Indonesia diterjemahkan menjadi beberapa istilah, 
diantaranya adalah Hak Kekayaan Intelektual, Hak Atas 
Kepemilikan Intelektual, Hak Milik Intelektual, Hak Atas Kekayaan 
Intelektual. Perbedaan terjemahan terletak pada kata property. 
Memang dapat diartikan sebagai kekayaan, tetapi juga dapat 
diartikan sebagai milik. Para penulis hukum ada yang 
menggunakan istilah Hak Milik Intelektual, adapula yang 
menggunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual (Abdulkadir 
Muhammad, 2001: 1). 
Akan tetapi pasca reformasi perundang-undangan dibidang 
Intellectual property right tahun 2000, dalam literatur hukum Indonesia 
Intellectual property right lebih sering ditemukan dan diterjemahkan 
sebagai Hak Kekayaan Intelektual. Intellectual property right 
dipadankan menjadi Hak Kekayaan Intelektual dalam bahasa Indonesia, 
berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-undangan 
Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07 Tahun 2000 dan telah 
mendapat persetujuan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dalam suratnya Nomor 24/M/PAN/1/2000, dapat disingkat 
dengan “HKI” atau dengan akronim “HaKI” (Daniel Suryana. Sejarah 
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dan Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. 
dansur.blogster.com/sejarah_dan_perkembangan.html - 46k).  
Istilah Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan 
langsung dari Intellectual Property. Selain istilah Intellectual Property 
juga dikenal dengan istilah intangible property, creative property, dan 
incorporeal property. Di Perancis orang menyatakannya sebagai 
propriete intellectuelle dan propriete industrielle. Di Belanda biasa 
disebut milik intelektual dan milik perindustrian (M. Djumhana dan R. 
Djubaedillah, 1997: 19). WIPO sebagai organisasi internasional yang 
mengurus bidang hak milik intelektual memakai istilah Intellectual 
Property yang mempunyai pengertian luas dan mencakup antara lain 
karya kesusastraan, artistik maupun ilmu pengetahuan (scientific), 
pertunjukan oleh para artis, kaset atau penyiaran audio visual, 
penemuan dalam segala bidang usaha, dan penentuan komersial dan 
perlindungan terhadap persaingan curang. 
Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” , adalah padanan 
kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), 
yakni hak yang timbul bagi hasil otak yang menghasilkan suatu produk 
atau proses yang berguna untuk manusia (Direktorat Jenderal Hak 
Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM :13). 
Menurut pendapat David I Bainbridge, pengertian Hak 
Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif 
suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada 
khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat 
serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai 
nilai ekonomi (David I Bainbridge, 1990: 7). 
Hak kekayaan intelektual muncul dari cipta, rasa, karsa, dan 
karya manusia, atau dapat pula disebut sebagai hak atas kekayaaan yang 
lahir dari kemampuan intelektualitas manusia. Atas hasil kreasi 
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tersebut, maka individu, kelompok, atau perusahaan yang menciptakan 
memiliki hak yang dijamin dan dilindungi peraturan yang ada untuk 
menggunakannya dan mengambil keuntungan atas hasil kreasinya 
tersebut. 
Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan 
intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, 
rasa dan karsanya. Hal tersebut yang membedakan kekayaan intelektual 
dengan jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki oleh manusia tetapi 
tidak dihasilkan oleh intelektualitas manusia. Sebagai contoh, kekayaan 
alam berupa tanah dan atau tumbuhan yang ada di alam merupakan 
ciptaan dari sang Pencipta. Meskipun tanah dan atau tumbuhan dapat 
dimiliki oleh manusia tetapi tanah dan tumbuhan bukanlah hasil karya 
intelektual manusia. (bima.ipb.ac.id/~haki/index1.php?kiri=Merek - 
42k). 
b. Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual 
Berkembangnya perdagangan internasional dan adanya gerakan 
perdagangan bebas mengakibatkan makin terasa kebutuhan 
perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang sifatnya timbal 
balik tetapi bersifat antarnegara secara global. Pada akhir abad 
kesembilan belas, perkembangan pengaturan masalah HKI mulai 
melewati batas-batas negara. Pada tanggal 20 Maret 1883 merupakan 
tonggak sejarah dimulai dengan dibentuknya Paris Union untuk 
Perlindungan Internasional Milik Perindustrian yang dikenal The 
International Union for the Protection of Industrial Property. Tidak 
lama kemudian pada tahun 1886, dibentuk pula sebuah konvensi untuk 
perlindungan di bidang hak cipta yang dikenal dengan International 
Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, yang 
ditandatangani di Bern. 
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Kedua konvensi tersebut masing-masing membentuk union yang 
berbeda-beda, yaitu : Union Internasional untuk perlindungan hak milik 
perindustrian (The International Union for the Protection of Industrial 
Property), dan Union Internasional untuk perlindungan hak cipta 
(International Convention for the Protection of Literary and Artistic 
Works). Meskipun terdapat dua union, tetapi pengurusan 
administrasinya dalam satu manajemen yang sama bahkan dalam 
gedung yang sama yaitu Bivieaux International Reunis Pour la 
Protection de la Propiete Intectualle (BIRPI). 
Perkembangan selanjutnya timbul keinginan agar terbentuk 
suatu organisasi dunia untuk HKI secara keseluruhan. Maka melalui 
Konvensi Stockholm tanggal 14 Juli 1967, yakni Convention 
Establishing the World Intellectual Property Organization telah 
diterima suatu konvensi khusus untuk pembentukan World Intellectual 
Property Organization (WIPO). Organisasi ini merupakan organisasi 
antar pemerintah, yang berkedudukan di Jenewa. 
Dalam tugasnya terdapat dua fungsi utama WIPO yaitu fungsi 
pengembangan dan fungsi administratif. Dalam funsi pertamanya 
WIPO memprakarsai pembuatan perjanjian internasional selain itu juga 
memberikan bantuan tehnik kepada negara-negara berkembang 
sedangkan dalam fungsi administratifnya, WIPO merupakan badan 
sentral bagi administrasi keanggotaan yaitu dalam perjanjian-perjanjian 
internasional yang kegiatannya dilaksanakan oleh alat-alat 
perlengkapan administratif khusus. Tetapi dalam kenyataannya 
keberadaan WIPO (World Intellectual Property Organization) dirasa 
kurang, hal ini disebabkan adanya beberapa kelemahan WIPO, antara 
lain : 
 lix
5) WIPO belum bisa mengadaptasi perubahan struktur perdagangan 
internasional, dan perkembangan serta inovasi di bidang ekonomi 
dan teknologi. 
6) Tidak dapat memberlakukan ketentuan-ketentuan internasional 
terhadap bukan anggotanya 
7) WIPO tidak memiliki mekanisme untuk berkonsultasi 
menyelesaikan dan melaksanakan penyelesaian sengketa yang 
timbul 
8) Tidak mempunyai mekanisme untuk mengendalikan, dan 
menghukum pelaku pelanggaran terhadap Hak Kekayaan 
Intelektual, baik pelakunya negara anggota WIPO, ataupun negara 
yang bukan anggotanya. 
Adanya beberapa kelemahan yang dimiliki WIPO menyebabkan 
timbulnya gagasan agar pertemuan-pertemuan General Agreement on 
Tarif and Trade (GATT) membahas permasalahan HKI. Pada 
KonvensiGATT-Putaran Uruguay di Marakesh (Maroko) tentang Hak 
Milik Intelektual, pada bulan September 1990 ditetapkanlah Trade 
Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) yaitu tentang 
aspek-aspek dagang yang terkait dengan Hak Milik Intelektual dan 
pembentukan World Trade Organization (WTO), yang didalamnya 
mempunyai struktur organisasi yang berkaitan dengan Hak Kekayaan 
Intelektual, yaitu Council for Trade Related Aspects of Intellectual 
Property Rights yang bertugas memantau pelaksanaan persetujuan di 
bidang aspek perdagangan dari HKI. Di samping kedua hal tersebut 
juga dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body) 
untuk penyelesaian sengketa di bidang HKI (M.Djumhana dan 
R.Djubaedillah, 1997: 12). 
Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi ini dengan 
dikeluarkannya UU No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement 
Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan 
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Organisasi Perdagangan Dunia) diundangkan dalam LNRI 1994 Nomor 
57, tanggal 2 November 1994.   
 
 
c. Prinsip-prinsip dan sifat-sifat Hak Kekayaan Intelektual 
3) Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual 
Prinsip utama hak kekayaan intelektual memberikan 
jaminan keseimbangan antara dua kepentingan,yaitu 
kepentingan dari pemilik hak dan kebutuhan masyarakat 
umum. Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan 
tersebut diatas maka sistem hak Kekayaan Intelektual 
berdasar pada prinsip sebagai berikut  : 
e) Prinsip Keadilan Sosial 
Seorang pencipta dengan hasil pemikirannya, 
menciptakan suatu penemuan, maka sangatlah wajar 
bagi penemu tersebut untuk mendapatkan imbalan baik 
berupa materi ataupun non materi, seperti dilindungi dan 
diakui hasil karyanya. Hal ini didasarkan pada hak 
seseorang terhadap penemuannya menimbulkan suatu 
kewajiban bagi para pihak lain untuk melakukan suatu 
perbuatan yang sifatnya timbal balik seperti diwujudkan 
dalam bentuk royalty dari hasil kerjanya, dan juga 
memberikan rasa aman bagi pemilik hak karena haknya 
dilindungi. 
f) Prinsip Kebudayaan 
Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil proses 
kemampuan berfikir manusia yang dijelmakan ke dalam 
suatu ciptaan atau penemuan. Semakin tinggi tingkat 
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berfikir manusia, maka semakin tinggi pula tingkat 
kebudayaan suatu bangsa dimana manusia itu berada. 
Suatu bangsa akan semakin maju apabila warga 
negaranya selalu berusaha memberikan pemikiran-
pemikiran yang membuahkan karya cipta karya yang 
dapat memperkaya budaya bangsa.  
g) Prinsip Ekonomi 
Hak Kekayaan Intelektual ini merupakan hak yang  
berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya 
pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum 
dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta 
berguna dalam menunjang kehidupan manusia, 
maksudnya ialah bahwa kepemilikan itu wajar karena 
sifat ekonomis manusia menjadikan hal itu satu keharusan 
untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat. 
Dengan demikian Hak Kekayaan Intelektual merupakan 
suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari 
kepemilikannya seseorang akan mendapatkan 
keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti, 
dan tecnical fee 
h) Prinsip Moralitas 
Pemilik Hak Kekayaan Intelektual sudah seharusnya 
memperoleh hak untuk dihargai atas ciptaan-ciptaan 
atau penemuannya dan dialah yang memutuskan bila 
dan bagaimana karyanya dapat dimanfaatkan oleh 
umum dan dia juga mempunyai hak untuk keberatan 
atas penemuannya dalam penggunaannya. 
(M.Djumhana dan R.Djubaedillah, 1997: 24-26). 
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4) Sifat-sifat Hak Kekayaan Intelektual 
Pada dasarnya Hak Kekayaan Intelektual merupakan 
bagian dari kekayaan seseorang sehingga pemiliknya pada 
prinsipnya adalah bebas berbuat apa saja sesuai kehendak, 
tetapi didalam perkembangannya kebebasan tersebut 
mengalami perubahan dimana menempatkan Undang-
undang tidak semata-mata bersifat tambahan melainkan 
memberikan ketentuan yang bersifat memaksa, namun 
demikian perubahan tersebut masih bertumpu pada sifat asli 
yang ada pada Hak Kekayaan Intelektual tersebut, yaitu 
diantaranya : 
d) mempunyai jangka waktu terbatas 
Setiap Hak Kekayaan Intelektual mempunyai masa 
perlindungan yang terbatas, setelah habis masa 
perlindungannya kekayaan intelektual tersebut akan 
menjadi milik umum. Namun masa perlindungan ini bisa 
diperpanjang terus, namun ada juga yang hanya bisa 
diperpanjang satu kali, dimana masa perlindungan 
pertanian tidaka akan sama lamanya dengan masa 
perlindungan berikutnya. 
e) bersifat eksklusif dan mutlak 
Hak Kekayaan Intelektual melekat pada pemiliknya 
sehingga dapat dipertahankan kepada siapapun juga. 
Pemilik hak berhak untuk melarang pihak lain yang tanpa 
persetujuannya melakukan tindakan seperti membuat, 
memakai, menjual, mengimpor, mengeksporkan atau 
mengedarkan barang yang merupakan ciptaan atau 
penemuannya. 
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Hal tersebut dilindungi oleh Undang-undang, 
sehingga pihak lain yang memanfaatkan suatu kekayaan 
intelektual tanpa seizin pemilik hak dapat dituntut melalui 
jalur hukum 
f) bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan 
d. Jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual 
Perlindungan terhadap jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual 
(HKI) diatur dalam WTO-GATT-TRIPs, meliputi : 
9)  Copyrights dan related righst (hak cipta dan hak yang 
terkait didalamnya); 
10) Trademark, service marks, trade names (merek dagang, 
merek jasa, dan nama dagang); 
11) Geographical indications ( indikasi geografis); 
12) Industrial designs (desain industri); 
13) Patens (paten); 
14) Layout designs (topographies) of integrated circuits (desain 
tata letak sirkuit terpadu); 
15) Protection of undisclosed information (rahasia dagang); 
16) Control of anti-competitive rights (perlindungan terhadap 
persaingan curang). 
e. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia 
Sejarah perjalanan negara Indonesia sebelum perang 
kemerdekaan pernah mencatat bahwa Indonesia pernah turut 
serta dalam Bern Convention, yang mengatur mengenai 
perlindungan Hak Cipta. Jauh sebelum kesepakatan mengenai 
pembentukan World Trade Organization ditandatangani, 
Indonesia juga pernah membuat dan mengundangkan 
Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan 
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dan Merek Perniagaan, yang kemudian diganti dengan 
Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, Undang-
Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1987 dan 
Undang-Undang No.6 Tahun 1989 tentang Paten (Gunawan 
Widjaja, 2001: 74) 
Dengan ikut sertanya Indonesia dalam Agreement 
Establishing the World Trade Organization, sebagai bagian dari 
kesepakatan untuk ikut serta dalam WTO-GATT-TRIPs dengan 
mengesahkan dan membukukan Undang-Undang No. 7 Tahun 
1994 tentang Pengesahan  Agreement Establishing the World 
Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 
Perdagangan Dunia), maka Indonesia diwajibkan untuk 
membuat dan memberlakukan ketentuan-ketentuan yang 
diatur dalam WTO-GATT-TRIPs tersebut. Berikut dibawah ini 
berbagai macam peraturan perundang-undangan yang 
sampai saat ini berlaku di Indonesia, yang mengatur mengenai 
HKI, yang meliputi antara lain : 
9) Dalam Bidang Hak Cipta 
e) UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang dirubah 
dengan UU No. 7 Tahun 1987, kemudian dirubah lagi 
dengan UU No. 12 Tahun 1997 dan terakhir diganti 
dengan UU No. 19 Tahun 2002 
f) Keputusan Presiden No.17 Tahun 1988 tentang 
Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hak 
Cipta atas Rekaman Suara antara Republik Indonesia 
dengan Masyarakat Eropa 
g) Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1989 tentang 
Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hak 
Cipta antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat 
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h) Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997 tentang 
Pengesahan WIPO Copyrights Treaty 
10) Dalam Bidang Paten 
f) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten 
yang dirubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 dan 
terakhir diganti dengan UU No. 14 Tahun 2001 
g) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1991 tentang Impor 
Bahan Baku Atas Produk Tertentu yang Dilindungi Paten 
Bagi Produksi Obat di dalam Negeri 
h) Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1991 tentang 
Pendaftaran Khusus Konsultan Paten 
i) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1991 tentang Tata 
Cara Permintaan Paten 
j) Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997 tentang 
Pengesahan Patent Cooperation Treaty (PCT) and 
Regulations Under PCT 
11) Dalam Bidang Merek 
c) UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek yang dirubah 
dengan UU No. 1997 dan terakhir dengan UU No. 15 
Tahun 2001 
d) Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997 tentang 
Pengesahan Trademark Law Treaty 
12) Dalam Bidang Rahasia Dagang 
Pengaturan Rahasia Dagang terdapat dalam UU No. 30 
Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 
13) Dalam Bidang Desain Industri 
Pengaturan Desain Industri terdapat dalam UU No.31 Tahun 
2000 tentang Desain Industri. 
14) Dalam Bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 
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Pengaturan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu terdapat 
dalam UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak 
Sirkuit Terpadu 
15) Dalam Bidang Perlindungan Terhadap Varietas Tanaman 
Pengaturan Perlindungan Terhadap Varietas Tanaman 
terdapat dalam UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan 
Terhadap Varietas Tanaman. 
16) Lainnya   
f) Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan 
Agreement Establishing The World Trade Organization 
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan 
Dunia) 
g) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
h) Undang-undang No. 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen 
i) Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 tentang 
Pengesahan Paris Convention for the Protection of 
Industrial Property and Convention Establishing the World 
Intellectual Property Organization sebagaimana telah 
diubah dengan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 
j) Keputusan Presiden No. 20 Tahun 1997 tentang 
Pengesahan Convention Relaing to International 
Exhibitions beserta Protocol (Konvensi mengenai Pameran 
Internasional beserta Protokol). 
2. Tinjauan Umum tentang Merek 
a. Pengertian Merek 
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Merek adalah alat yang berupa tanda untuk membedakan barang 
dan atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Pengertian 
merek dewasa ini pada dasarnya banyak kesamaannya diantara Negara 
peserta Uni Paris yang mengacu pada ketentuan Konvensi Paris. 
Demikian juga di negara berkembang banyak yang mengadopsi 
pengertian merek dari Model Hukum untuk negara-negara 
berkembang yang dikeluarkan oleh BIRPI (Bivieaux International 
Reunis pour la Protection de la Propriete Intellectuelle/ Bureau for 
the Protection of Intellectual Property) 1967. Pada model hukum 
tersebut disebutkan definisi tentang merek, yang tercantum dalam 
Pasal 1 ayat (1) sub a sebagai berikut :”Trade mark means any visible 
sign serving to distinguish the good of one enterprise from those of 
other enterprises” (M.Djumhana dan R.Djubaedillah, 1997: 155). 
Dalam Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 
dicantumkan definisi merek Pasal 1 angka 1, yaitu Merek adalah tanda 
yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan 
warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya 
pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa 
(UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek). 
Melihat definisi menurut Undang-undang menunjukkan bahwa 
kriteria merek yang diberikan oleh undang-undang merek diantaranya, 
bahwa merek harus mempunyai daya pembeda yang cukup (capable of 
distinguishing), artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang 
dan atau jasa produk suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Agar 
mempunyai daya pembeda, merek harus dapat memberikan penentuan 
pada barang dan atau jasa yang bersangkutan (Abdulkadir Muhammad, 
2001: 120). Merek dapat dicantumkan pada barang, atau pada 
bungkusan, atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang 
bersangkutan dengan jasa yang diberi merek tersebut. 
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b. Pengertian Hak Atas Merek 
Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh 
negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar 
Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan 
sendiri merek tersebut atau memberi ijin kepada seseorang 
atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan 
hukum untuk menggunakannya (Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001). 
Hak atas merek  diberikan kepada pemilik merek yang 
beritikad baik dan hanya berlaku untuk barang atau jasa 
tertentu. 
Sesuai dengan ketentuan bahwa hak merek itu diberikan 
pengakuannya oleh negara, maka pendaftaran atas 
mereknya merupakan suatu keharusan apabila ia 
menghendaki agar menurut hukum dipandang sah sebagai 
orang yang berhak atas merek. Bagi orang yang mendaftarkan 
mereknya terdapat suatu kepastian hukum bahwa dialah yang 
berhak atas merek tersebut. Sebaliknya bagi pihak lain yang 
mencoba akan mempergunakan merek yang sama atas 
barang atau jasa lainnya yang sejenis oleh  Direktorat Jenderal 
Hak Kekayaan Intelektual tentunya akan ditolak 
pendaftarannya. 
c. Jenis Merek 
Adanya pemakaian merek dalam dunia perdagangan barang 
dan jasa menimbulkan penggolongan merek. Berdasarkan Undang –
undang No. 21 Tahun 1961 membedakan merek atas merek 
perusahaan dan merek perniagaan. Merek perusahaan (fabrieksmerk, 
factory mark) adalah merek yang dilekatkan pada barang oleh 
pembuatnya (pabrik), sedangkan Merek perniagaan (handlesmerk, 
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trade mark) adalah merek yang dilekatkan pada barang oleh pengusaha 
perniagaan yang mengedarkan barang itu (Rachmadi Usman, 2003: 
324). 
Sedangkan menurut Undang-undang No.15 Tahun 2001 
membagi merek menjadi dua (2), yaitu : 
1) Merek Dagang 
Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh 
seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan 
hukum untuk membedakan dengan barang barang sejenis lainnya ( 
Pasal 1 angka (2) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek). 
2) Merek Jasa 
Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh 
seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau oleh 
badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya ( 
Pasal 1 angka (3) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek). 
Kelas barang atau jasa adalah kelompok jenis barang atau jasa  
yang mempunyai persamaan sifat, cara pembuatan, dan tujuan 
penggunaannya. 
 
d. Sistem, Prosedur dan Syarat Pendaftaran Merek 
4) Sistem Pendaftaran Merek 
Dalam menentukan siapa yang berhak atas merek tergantung 
sistem pendaftaran merek yang dianut oleh negara yang 
bersangkutan. Sistem pendaftaran merek yang biasanya dikenal 
adalah sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem konstitutif 
adalah hak atas merek tercipta atau terlahir karena pendaftaran. 
Sedangkan yang dimaksud dengan sistem deklaratif adalah hak 
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atas merek tercipta atau lahir karena pemakaian pertama, walaupun 
tidak didaftarkan.  
Sistem pendaftaran merek di Indonesia menurut Undang-
undang No.15 Tahun 2001 menganut sistem konstitutif, yaitu hak 
atas merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar, sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 3, yang berbunyi : Hak atas merek adalah 
hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek 
yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu 
tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi ijin 
kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau 
badan hukum untuk menggunakannya. Dengan demikian seseorang 
atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang 
memiliki merek, agar merek tersebut mendapat pengakuan dan 
perlindungan hukum, maka harus mengajukan pendaftaran ke 
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran adalah 
satu-satunya yang mudah diketahui dan yang dapat dipakai sebagai 
dasar yang kokoh dan pasti untuk dijadikan dasar pemberian hak 
atas merek. Jadi, siapa yang mereknya terdaftar dalam Daftar 
Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, maka 
dialah yang berhak atas merek tersebut. Sistem ini akan lebih 
menjamin adanya kepastian hukum. Bentuk jaminan kepastian 
hukum ini yaitu adanya tanda bukti pendaftaran dalam bentuk 
sertifikat sebagai bukti hak atas merek sekaligus dianggap sebagai 
pemakai pertama merek yang bersangkutan. Karena itu sistem 
konstitutif ini sangat menguntungkan pemilik merek untuk 
mendapatkan kepastian hukum apabila terjadi sengketa merek di 
kemudian hari. 
5) Prosedur Pendaftaran Merek 
c) Umum 
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Permintaan pendaftaran merek diajukan secara 
tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat 
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Surat permintaan 
pendaftaran merek mencantumkan: 
(7) tanggal, bulan, dan tahun 
(8) nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat 
pemohon 
(9) nama lengkap, dan alamat Kuasa apabila 
Permohonan diajukan melalui Kuasa 
(10) warna-warna apabila merek yang dimohonkan 
pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna 
(11) nama negara tanggal permintaan merek yang 
pertama kali dalam hal Permohonan diajukan 
dengan Hak Prioritas. 
d) Dengan hak Prioritas 
Setiap orang yang telah mengajukan aplikasi 
permintaan suatu hak merek kepada suatu negara dari 
peserta Uni akan memperoleh hak prioritas untuk 
mengajukan pendaftaran di negara lain ( Pasal 4 A ayat 
(1) Konvensi Paris revisi Stockholm 1967). 
Permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas 
diatur dalam pasal 11 -12 Undang-Undang No.15 Tahun 2001. 
hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan 
permohonan yang bersal dari negara yang tergabung dalam 
Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau 
Agreement Establishing the World Trade Organization untuk 
memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan (filling date) 
di Negara asal merupakan tanggal prioritas (priority date) di 
Negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua 
perjanjian tersebut. 
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Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus 
diajukan dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan 
terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran 
merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang 
merupakan anggota Paris Convention for the Protection of 
Industrial Property atau Agreement Establishing the World 
Trade Organization. Permohonan dengan menggunakan hak 
prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan 
permohonan pendaftaran merek yang pertama kali menimbulkan 
hak prioritas tersebut. Bukti hak prioritas tersebut harus 
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. 
6) Syarat Pendaftaran Merek 
Sebuah merek tidak dapat didaftarkan apabila 
memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 
Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. 
Dalam Pasal 4 Undang-undang No. 15 Tahun 2001, 
disebutkan bahwa : “ Merek tidak dapat didaftarkan atas 
dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang 
beritikad tidak baik.” 
Dalam Pasal 5 Undang-undang No. 15 Tahun 2001, 
disebutkan bahwa :  
Merek yang tidak dapat didaftarkan adalah merek yang 
mengandung unsur-unsur dibawah ini : 
e) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau 
ketertiban umum; 
f) tidak memiliki daya pembeda; 
g) telah menjadi milik umum; 
 lxxiii
h) merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang 
atau jasa yang dimohonkan pendaftaran. 
Selain berdasarkan ketentuan tersebut diatas, suatu 
merek juga akan ditolak apabila memenuhi ketentuan 
tentang penolakan pendaftaran merek yang diatur dalam 
Pasal 6 Undang-undang No. 15 Tahun 2001, yang 
menyebutkan bahwa : 
(4) permohonan tersebut harus ditolak oleh Direktorat 
Jenderal apabila merek tersebut : 
d) mempunyai persamaan pada pokoknya atau 
keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang 
sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau 
jasa yang sejenis; 
e) mempunyai persamaan pada pokoknya atau 
keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal 
milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis; 
f) mempunyai persamaan pada pokoknya atau 
keseluruhannya dengan inikasi geografis yang sudah 
terkenal. 
(5) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dapat pula diberlakukan terhadap barang dan atau 
jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi 
persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah 
(6) permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal 
apabila merek tersebut : 
d) merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, 
foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang 
lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; 
e) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau 
singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau 
emblem negara atau lembaga nasional maupun 
internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari 
pihak yang berwenang; 
f) merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap 
atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau 
lembaga Pemerintah kecuali atas persetujuan tertulis 
dari pihak yang berwenang.   
e. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek 
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Penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum 
Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI 
atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang 
bersangkutan. 
Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa 
Direktorat Jenderak HKI dapat dilakukan jika : 
3) merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut 
dalam perdagangan barang dan atau jasa sejak tanggal 
pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali ada alasan 
yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal HKI, atau; 
4) merek digunakan untuk jenis barang dan atau jasa yang 
tidak sesuai dengan jenis barang dan atau jasa yang 
dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek 
yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar. 
Adapun alasan-alasan yang dapat diterima oleh Kantor 
Merek dalam hal tidak digunakannya merek dalam 
perdagangan barang dan atau jasa itu secara limitative telah 
ditentukan, yaitu karena adanya larangan impor; larangan 
yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang 
menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari 
pihak yang berwenang yang bersifat sementara; larangan 
serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan. 
Selain Direktorat Jenderal HKI yang berhak untuk 
menghapus pendaftaran merek dalam hal menghadapi 
kenyataan adanya 2 (dua) kondisi tersebut diatas, pihak ketiga 
pun dapat mengajukan permintaan penghapusan 
pendaftaran sesuatu merek berdasarkan alasan terpenuhinya 
kondisi tersebut. Adapun caranya dilakukan dengan bentuk 
gugatan melalui Pengadilan Niaga. 
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Mengenai penghapusan pendaftaran merek yang 
dilakukan atas permintaan pemilik merek baik untuk sebagian 
atau seluruh jenis barang dan atau jasa yang termasuk dalam 
satu kelas, diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI. Permintaan 
penghapusan merek tersebut selanjutnya dicatat dalam Daftar 
Umum Merek, dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. 
Dalam pengaturan merek selain dikenal mekanisme 
penghapusan pendaftaran merek, juga terdapat mekanisme 
pembatalan merek terdaftar. Pendaftaran merek hanya dapat 
dimintakan pembatalannya oleh pihak yang berkepentingan, 
yaitu pemilik merek yang terdaftar berdasarkan alasan tertentu. 
Tetapi ada pengecualiannya, yaitu bagi pihak pemilik merek 
yang belum terdaftar dapat pula mengajukan gugatan setelah 
mengajukan permintaan pendaftaran merek kepada Direktorat 
Jenderal HKI. Permintaan pembatalan diajukan melalui 
gugatan ke Pengadilan Niaga, diantaranya karena alasan : 
1) merek terdaftar yang pendaftarannya dilakukan oleh 
pemohon yang beritikad tidak baik; 
2) merek terdaftar tersebut bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, 
kesusilaan, atau ketertiban umum, tidak memiliki daya 
pembeda, telah menjadi milik umum, merupakan 
keterangan atau berkaitan dengan barang dan atau jasa 
yang dimohonkan pendaftarannya; 
3)  mempunyai persamaan pada pokoknya atau 
keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah 
terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang 
sejenis;  
4) mempunyai persamaan pada pokoknya atau 
keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik 
pihak lain untuk barang dan/atau jasa. 
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5) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau 
keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah 
dikenal; 
6) Merupakan atau menyerupai  nama orang terkenal, foto, 
atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali 
atas oersetujuan tertulis dari yang berhak; 
7) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan 
nama, bendera atau lambang atau simbol atau emblem 
suatu negara atau lembaga nasional maupun internasional, 
kecuali atas persetujuan tertulis  dari pihak yang berwenang; 
8) merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau 
stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga 
Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang 
berwenang. 
f. Jangka Waktu Perlindungan Hak Atas Merek 
Berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Pasal 
28, merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk 
jangka waktu sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan dan 
jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang atas 
permintaan pemilik merek, jangka waktu perlindungan dapat 
diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Dalam 
hal perpanjangan ini biasanya tidak dilakukan lagi penelitian 
(examination) atas merek tersebut, juga tidak dimungkinkan 
adanya bantahan. 
Prosedur permintaan perpanjangan waktu dilakukan 
secara tertulis oleh pemilik, atau kuasanya dalam jangka tidak 
lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sekurang-kurangnya enam 
bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi 
merek terdaftar tersebut. Permintaan perpanjangan waktu ini 
dapat diterima, tetapi dapat juga ditolak. 
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Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan 
merek terdaftar diterima dan disetujui apabila : 
3) merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang 
dan atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek 
4) barang dan atau jasa sebagaimana dalam Sertifikat Merek 
tersebut masih diproduksi dan diperdagangkan 
Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek yang 
telah disetujui tersebut dicatat dalam Daftar Umum Merek dan 
diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Juga diberitahukan 
secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya. 
g. Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar 
Bentuk dan tata cara pengalihan hak merek telah diatur dalam 
pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Merek Tahun 2001, yang berbunyi: 





10) sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-
undangan. 
Berdasarkan Undang-Undang no.15 Tahun 2001 pasal 40 ayat 
2, pengalihan hak merek itu harus dicatat melalui permohonan 
Direktorat Jenderal dan dimuat dalam Daftar Umum Merek untuk 
selanjutnya diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Dengan demikian 
apabila pengalihan merek tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Merek 
maka tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga. 
Di samping itu perlu diketahui juga bahwa disamping 
pengalihan hak atas merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan  
 lxxviii
nama baik, reputasi atau lain-lainnya yang terkait dengan merek 
tersebut, hal ini tercantum dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang 
Merek No.15 Tahun 2001. 
3. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa 
a. Penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual  
Dalam rangka untuk mengantisipasi munculnya sengketa 
sebagai konsekuensi diberlakukannya perlindungan hukum Hak 
Kekayaan Intelektual di wilayah Indonesia, peraturan 
perundang-undangan telah menyediakan beberapa lembaga 
yang bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan sengketa. 
Pemanfaatan lembaga tersebut ditentukan berdasarkan jenis 
sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang dialami oleh para 
pihak yang terlibat. Dalam peraturan perundang-undangan, 
sengketa Hak Kekayaan Intelektual dapat digolongkan dalam 
tiga kategori, yaitu: 
4) sengketa administratif 
5) sengketa perdata 
6) sengketa pidana 
Berdasarkan tipe sengketa tersebut, aturan normatif telah 
menetapkan lembaga-lembaga yang bisa diakses untuk 
menyelesaikan sengketa. 
4) Sengketa administratif 
Sengketa administratif adalah sengketa yang terjadi 
antara pihak yang mengajukan Hak Kekayaan Intelektual 
dengan Pemerintah (Dirjen Hak Kekayaan Intelektual) yang 
berkaitan dengan penilakan permohonan yang dilakukan 
oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelaktual akibat tidak 
dipenuhinya beberapa persyaratan sebagaimana telah 
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ditetapkan dalam aturan normatif; atau sengketa antara 
Pemegang Hak Kekayaan Intelektual dan Dirjen Hak 
Kekayaan Intelektual dengan pihak ketiga, yang berkaitan 
dengan gugatan pembatalan Hak Kekayaan Intelektual 
karena diduga adanya kesalahan keputusan administratif 
yang telah dikeluarkan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. 
Untuk menyelesaikan sengketa administratif 
ketentuan normatif telah menyediakan Komisi Banding, 
Pengadilan Niaga, dan Mahkamah Agung, sebagai sarana 
untuk mendapatkan putusan. Dalam ketentuan perundang-
undangan Hak Kekayaan Intelaktual, komisi banding hanya 
diperuntukkan untuk menyelesaikan sengketa administratif 
bidang paten, merek, dan perlindungan varietas tanaman, 
khususnya yang berkaitan dengan permohonan banding 
karena adanya penolakan permintaan pendaftaran.  
Komisi banding merupakan badan khusus yang 
independen dan berada di lingkungan departemen terkait, 
untuk paten dan merek adalah Departemen Hukum dan 
HAM, sedangkan untuk perlindungan varietas tanaman 
adalah Departemen Pertanian.Tata terbib beracara yang 
harus diperhatikan komisi banding meliputi: a) penyelesaian 
menurut nomor permintaan; b) terbuka untuk umum; c) 
pemeriksaan berdasarkan berkas; d) dapat dilakukan 
mendengar keterangan dan penelitian lapangan. 
Keberadaan Pengadilan Niaga untuk menyelesaiakan 
sengketa Hak Kekayaan Intelaktual dimulai saat pemerintah 
pada tahun 2000 memberlakukan Undang-Undang Desain 
Industri, Undang-Undang Rangkaian Sirkuit Terpadu, 
selanjutnya Undang-Undang Paten 2001 dan Undang-
Undang Merek 2001, dan Undang-Undang Hak Cipta 2002.   
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5) Sengketa perdata 
Dalam sengketa perdata bidang Hak Kekayaan 
Intelektual, lembaga yang bisa diakses oleh masyarakat 
untuk mendapat keadilan adalah pengadilan negeri, 
pengadilan niaga, arbitrase, dan alternatif penyelesaian 
sengketa. Sengketa perdata bisa timbul karena adanya 
perbedaan pernafsiran terhadap isi perjanjian, atau salah 
satu pihak wanprestasi atas perjanjian (perjanjian lisensi) 
yang sebelumnya telah mereka sepakati. Penggunaan 
salah satu lembaga penyelesaian sengketa tersebut 
ditentukan berdasarkan isi atau klausul perjanjian yang 
dibuat oleh para pihak, ketika pertama membuat 
perjanjian.  
6) Sengketa pidana 
Untuk sengketa tindak pidana di bidang Hak 
Kekayaan Intelektual, yang melibatkan negara melawan 
pelaku tindak pidana Hak Kekayaan Intelektual, 
berdasarkan aturan normatif, wajib diselesaikan melalui jalur 
lembaga peradilan umum. Dalam sistem hukum di 
Indonesia, semua pelanggaran di bidang Hak Kekayaan 
Intelektual, baik itu hak cipta, merek, paten, perlindungan 
varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, desain 
tata letak sirkuit terpadu, dikategorikan sebagai suatu tindak 
pidana (Adi Sulistiyono, 2004: 49-68). 
b. Penyelesaian Sengketa Merek 
Seiring dengan semakin ketatnya persaingan di dunia 
bisnis sehingga sangatlah mungkin terjadi sengketa diantara 
para pelaku bisnis. 
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Berdasarkan ketentuan dalam UU No.15 Tahun 2001 
tentang Merek, maka upaya penyelesaian sengketa di bidang 
merek dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa secara 
litigasi, yaitu penyelesaian melalui lembaga pengadilan. Selain 
itu juga dapat ditempuh upaya penyelesaian sengketa secara 
non litigasi yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan, 
seperti melalui alternatif penyelesaian sengketa ataupun 
arbitrase. 
Penyelesaian sengketa merek melalui jalur litigasi, dapat 
ditempuh melalui penyelesaian secara pidana, perdata, 
maupun administrasi. Ketentuan mengenai penyelesaian 
sengketa merek tersebut telah diatur secara khusus dalam 
Undang-Undang No. 15  Tahun 2001 tentang Merek. 
Penyelesaian secara pidana dapat dilakukan oleh pemilik 
merek terdaftar berdasarkan ketentuan dalam Pasal 90 UU No. 
15 Tahun 2001, yang berbunyi : ”Barangsiapa dengan sengaja 
dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada 
keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk 
barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau 
diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 
5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)” dan Pasal 91, yang 
berbunyi : ”Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak 
menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan 
merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis 
yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda 
paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”. 
Ketentuan pasal tersebut di atas memuat sanksi pidana 
yang memberikan perlindungan hukum kepada orang atau 
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badan hukum yang merasa berhak atas kepemilikan suatu 
merek. Namun karena tindak pidana merupakan delik aduan 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 95 Undang-Undang No. 
15 Tahun 2001, maka pemilik merek terdaftarlah yang harus dan 
berhak melaporkan kepada pihak yang berwenang bahwa 
telah terjadi pelanggaran atas mereknya oleh pihak lain secara 
tanpa hak   
Penyelesaian secara perdata dapat dilakukan 
berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang No. 15 
Tahun 2001, yang menyebutkan bahwa pemilik merek terdaftar 
dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara 
tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan 
pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa 
yang sejenis, berupa gugatan ganti rugi, dan/ atau penghentian 
semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek 
tersebut dan gugatan tersebut dapat diajukan oleh pemilik 
merek terdaftar melalui Pengadilan Niaga. 
Penyelesaian secara administratif bila terjadi pelanggaran 
merek dapat dilakukan melalui kewenangan administrasi 
negara, yaitu di antaranya melalui Kewenangan Pabean 
Standar Industri, Kewenangan Pengawasan Badan Penyiaran, 
dan Kewenangan Pengawasan Standar Periklanan. Sanksi 
administratif yang dapat dikenakan kepada pihak yang telah 
menggunakan merek secara tanpa hak, diantaranya dapat 
berupa tindakan larangan impor, larangan yang berkaitan 
dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek 
terdaftar milik pihak lain maupun larangan terhadap iklan merek 
yang menyessatkan konsumen. 
Selain penyelesaian secara litigasi tersebut di atas, 
sengketa merek juga dapat diselesaikan secara non litigasi yaitu 
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penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti melalui 
alternatif penyelesaian sengketa maupun arbitrase (Pasal 84 UU 
No. 15 Tahun 2001).  
Dalam UU No.30 Tahun 1999 dikenal enam macam cara 





5. Pemberian pendapat hukum 
6. Arbitrase 
Arbitrase sebagai salah satu bentuk pranata alternatif 
penyelesaian sengketa tingkat akhir memegang peranan yang 
sangat penting, ketika lembaga pengadilan maupun bentuk 
alternatif penyelesaian sengketa lainnya tidak mampu untuk 
menyelesaikan suatu perkara hukum. Menurut UU No.30 Tahun 
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 
disebutkan bahwa :”Arbitrase adalah cara penyelesaian 
sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan 
pada perjanjian tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. 
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Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul atau 
lahir karena kemampuan intelektual manusia yang berupa temuan, 
karya, kreasi atau ciptaan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni 
dan sastra. 
Merek merupakan salah satu komponen Hak Kekayaan 
Intelektual, yang perlu mendapat perhatian khusus. Undang-Undang 
No. 15 Tahun 2001 merupakan dasar yang mengatur segala sesuatu 
tentang Merek. Dalam UU No. 15 Tahun 2001 ini dikenal adanya sistem 
pendaftaran yang bersifat konstitutif, yaitu hak atas merek dapat 
timbul atau lahir akibat adanya pendaftaran. Dengan adanya 
pendaftaran maka merek akan dibedakan menjadi dua yaitu merek 
terdaftar dan merek tidak terdaftar.  
Dengan pendaftaran merek tersebut, maka menurut UU No. 15 
Tahun 2001 merek terdaftar akan diberikan perlindungan hukum bagi 
pemilik merek terdaftar tersebut. Selain diberikan perlindungan hukum, 
merek terdaftar dapat pula diajukan penghapusan dan pembatalan 
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yang diajukan oleh pemilik merek sendiri, atau prakarsa Direktorat 
Merek Ditjen HKI, serta dapat pula diajukan oleh Pihak ketiga yang 
berkepentingan yang didasarkan pada pasal-pasal yang tercantum 
dalam UU No.15 Tahun 2001. Penghapusan  atau pembatalan merek 
terdaftar tersebut dapat menimbulkan sengketa dibidang merek. Oleh 
sebab itu dibutuhkan suatu cara atau mekanisme penyelesaian 
sengketa agar sengketa tersebut tidak berlarut-larut. UU No.15 Tahun 
2001 merupakan dasar untuk memberikan perlindungan hukum 
terhadap merek. Aksi nyata perlindungan hukum terhadap merek 
dapat dilihat ketika terjadi proses penyelesaian sengketa. Proses 
penyelesaian sengketa di bidang merek dijelaskan secara rinci dalam 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Proses Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Undang-Undang No.15 
Tahun 2001 tentang Merek 
Pelanggaran di bidang merek dimungkinkan akan terus terjadi. 
Hal ini berkaitan dengan perilaku bisnis yang curang yang 
menghendaki persaingan (competitive) dan berorientasi keuntungan 
(profit oriented), sehingga membuka potensi aktivitas bisnis yang 
curang atau melanggar hukum, dan motivasi seseorang melakukan 
pelanggaran merek terutama adanya keinginan untuk memperoleh 
keuntungan di dalam praktek bisnisnya. Seiring dengan semakin 
ketatnya persaingan di dunia bisnis sehingga sangatlah mungkin 
terjadi sengketa diantara para pelaku bisnis. Sengketa yang mungkin 
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terjadi dapat digolongkan dalam tiga kategori yaitu sengketa 
administratif, sengketa perdata dan sengketa pidana.  
Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek merupakan 
dasar untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek. Aksi 
nyata perlindungan hukum terhadap merek dapat dilihat ketika terjadi 
proses penyelesaian sengketa. Berdasarkan ketentuan dalam UU 
No.15 Tahun 2001 tentang Merek, maka upaya penyelesaian sengketa 
di bidang merek dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa 
secara litigasi, yaitu penyelesaian melalui lembaga pengadilan. Selain 
itu juga dapat ditempuh upaya penyelesaian sengketa secara non 
litigasi yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan, seperti melalui 
alternatif penyelesaian sengketa ataupun arbitrase. 
1. Litigasi 
Litigasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa 
melalui lembaga pengadilan. Dalam hal ini, litigasi digunakan 
sebagai salah satu cara dalam proses penyelesaian sengketa di 
bidang merek yang sesuai dengan Undang-Undang No. 15 tahun 
2001 tentang Merek. Gugatan terhadap perkara pelanggaran 
merek dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 76 UU No.15 
Tahun 2001 tentang Merek yang menyebutkan bahwa: 
(1) pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan 
terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan 
merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau 
keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis, 
berupa : 
a. gugatan ganti rugi, dan/atau; 
b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan 
penggunaan merek tersebut. 
(2) gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 
kepada Pengadilan Niaga. 
Dari bunyi Pasal 76 ayat (1), dapat diketahui ada jenis 
bentuk tuntutan gugatan atas pelanggaran merek terdaftar, yaitu 
41 
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gugatan ganti rugi atau penghentian penggunaan merek yang 
dilanggarnya. Ganti rugi disini dapat berupa ganti rugi materiil dan 
ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil berupa kerugian yang 
nyata dan dapat dinilai dengan uang. Sedangkan ganti rugi 
immateriil berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh 
penggunaan merek dengan tanpa hak, sehingga pihak yang 
berhak menderita kerugian secara moral. 
Dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No.15 Tahun 2001, 
gugatan pelanggaran merek terdaftar diajukan  kepada 
Pengadilan Niaga. Hal ini berarti kewenangan mengadili sengketa 
atau perkara gugatan pelanggaran merek berada di tangan 
Pengadilan Niaga sebagai badan peradilan yang khusus. 
Pemberdayaan pengadilan Niaga dimaksud agar sengketa merek 
dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Hal ini 
mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian 
atau dunia usaha, sehingga penyelesaian sengketa merek 
memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga. 
Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek juga 
memberikan hak kepada Hakim untuk melakukan tindakan 
tertentu selama pemeriksaan masih berlangsung. Pasal 78 
menyatakan bahwa selama masih dalam pemeriksaan dan untuk 
mencegah kerugian yang lebih besar, hakim atas permohonan 
pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat dapat 
memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, 
peredaran, dan/atau perdagangan barang atau jasa yang 
menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Selain itu, hakim 
juga dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai 
barangnya dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai 
kekuatan hukum tertutup bila tergugat ternyata dituntut juga 
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menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa 
hak. 
Pasal  79  Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek 
menegaskan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya 
dapat diajukan kasasi. Hal ini sesuai dengan seluruh sistem yang 
berhubungan dengan persoalan merek, bahwa tidak ada 
banding kepada Pengadilan Tinggi tetapi langsung dari 
pengadilan ke Mahkamah Agung. 
Mengenai tata cara gugatan pembatalan merek terdaftar 
pada Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 80 sampai dengan 
Pasal 81  Undang- Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek. Pasal 
80 menyatakan bahwa gugatan pembatalan merek terdaftar 
diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum 
tempat tinggal atau domisili tergugat, kecuali tergugatnya 
bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan 
pembatalannya diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga 
Jakarta. 
Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal 
gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat 
diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera 
dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran 
gugatan.  Selanjutnya, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) 
hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Panitera berkewajiban 
menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan 
Niaga. Pengadilan Niaga  diberikan waktu selama 3 (tiga) hari 
terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan  untuk 
mempelajari gugatan dan menetapkan hasil sidangnya. dalam 
jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan 
didaftarkan, sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan  
diselenggarakan. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita 
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paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan 
didaftarkan. 
Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling 
lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan 
dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas 
persetujuan Ketua Mahkamah Agung, dengan memuat secara 
lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut 
serta harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan 
dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan 
tersebut diajukan suatu upaya hukum. Juru sita yang akan 
menyampaikan isi putusan Pengadilan Niaga kepada para pihak 
paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan 
pembatalan diucapkan. 
Menurut Pasal 81 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 
tentang Merek, tata cara gugatan atas pelanggaran merek 
terdaftar berlaku secara mutatis mutandis terhadap gugatan atas 
pelanggaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 76. Hal ini 
berarti bahwa tata cara menggugat pada Pengadilan Niaga, 
dipakai juga untuk gugatan mengenai merek yang disebut dalam 
Pasal 76. 
Putusan Pengadilan Niaga tidak dapat diajukan banding, 
melainkan hanya dapat diajukan kasasi. Ketentuan ini 
dicantumkan dalam Pasal 82 Undang- Undang No.15 Tahun 2001 
tentang Merek yang menyatakan bahwa terhadap putusan 
Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (8) 
hanya dapat diajukan kasasi. 
Mengenai tata cara kasasi terhadap putusan Pengadilan 
Niaga tersebut diatur dalam Pasal 83  Undang- Undang No.15 
Tahun 2001 tentang Merek. Permohonan kasasi harus diajukan 
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paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang 
dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para 
pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah 
memutus gugatan tersebut. Panitera  Pengadilan Niaga akan 
mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan 
yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi 
diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera 
dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan 
pendaftaran. 
Selanjutnya, dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 
permohonan kasasi didaftarkan, pemohon kasasi sudah harus 
menyampaikan memori kasasinya kepada Panitera Pengadilan 
Niaga. Permohonan kasasi dan memori kasasi wajib dikirimkan 
Panitera Pengadilan Niaga kepada pihak termohon kasasi paling 
lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan. paling 
lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima 
memori kasasi, termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori 
kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dan panitera 
Pengadilan Niaga berkewajiban menyampaikan kontra memori 
kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah 
kontra memori kasasi diterima oleh panitera Pengadilan Niaga. 
Berikutnya, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari 
setelah lewat jangka waktu penyampaian kontra memori kasasi, 
panitera Pengadilan Niaga berkewajiban menyampaikan berkas 
perkara kasasi kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung 
wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari 
sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan 
kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Sidang pemeriksaan atas 
permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari 
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setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah 
Agung. 
Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling 
lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi 
diterima oleh Mahkamah Agung dan memuat secara lengkap 
pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut serta harus 
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Panitera 
Mahkamah Agung berkewajiban menyampaikan isi putusan kasasi 
kepada Panitera Pengadilan Niaga paling lama 3 (tiga) hari 
setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan. 
Kemudian, juru sita Pengadilan Niaga berkewajiban 
menyampaikan isi putusan kepada Pemohon Kasasi dan termohon 
kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.  
Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada 
pemilik terdaftar, hakim pengadilan negeri/pengadilan niaga 
dapat menetapkan penetapan sementara pengadilan. Pasal 80 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa 
berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya dirugikan dapat 
meminta hakim pengdailan niaga untuk menerbitkan surat 
penetapan sementara tentang : 
a. Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan 
pelanggran hak merek. Ketentuan ini dimaksudkan untuk 
mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya 
dilanggar, sehingga pengadilan niaga diberi kewenangan 
untuk menerbitkan kewenangan sementara guna mencegah 
berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga 
melanggar hak atas merek ke jalur perdagangan termasuk 
tindakan importisasi. 
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b. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran 
merek tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak 
pelanggar menghilangkan barang bukti  
Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis 
kepada pengadilan niaga dengan persyaratan sebagai berikut : 
a. Melampirkan bukti kepemilikan merek yaitu sertifikat merek atau 
surat pencacatan perjanjian lisensi bila pemohon penetapan 
adalah penerima lisensinya 
b. Melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas 
pelanggaran merek 
c. Keterngan yang jelas mengenai jenis barang dan atau 
dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan 
untuk keperluan pembuktian 
d. Adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan 
pelanggarnan merek akan dapat dengan mudah 
menghilangkan barang bukti 
e. Membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank, 
yang besarnya harus sebanding dengan nilai barang atau nilai 
jasa yang dikenai penetapan sementara.   
Pengadilan niaga akan segera memberitahukan kepada 
pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan 
kepadanya untuk didengar keteranganny bila penetapan 
sementara pengaduan telah dilaksanakan. Jika hakim pengadilan 
niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, dalam 
waktu paling lama 30 hari sejak dikeluarkannya penetapan 
sementara hakim pengadilan niagayang memeriksa sengketa 
tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan atau 
menguatkan penetapan sementara pengadilan sementara 
tersebut. Bila penetapan sementara dikuatkan, uang jaminan yang 
telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon 
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penetapan dan pemohon penetapan dapat mengajukan 
gugatan. Sedangkan bila penetapan sementara dibatalkan, uang 
jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada 
pihak yang dikenai tindakan sebagai ganti rugi akibat adanya 
penetapan sementara tersebut. 
2. Non Litigasi 
Sama halnya dengan penyelesaian sengketa paten, 
penyelesaian sengketa atas hak merek juga dapat dilakukan di 
luar pengadilan, baik menggunakan arbitrase atau alternatif 
penyelesaian sengketa. Dalam Pasal 84 Undang-Undang No.15 
Tahun 2001 tentang Merek dinyatakan bahwa selain penyelesaian 
gugatan melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat 
menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif 
Penyelesaian Sengketa. 
a. Alternatif Penyelesaian Sengketa 
Alternatif penyelesaian Sengketa adalah lembaga 
penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur 
yang disepakati para pihak yakni penyelesaian pengadilan 
dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau 
penilaian ahli. 
1) Konsultasi  
Konsultasi mempunyai fungsi sebagai cara untuk 
mencegah timbulnya suatu sengketa. Konsultasi merupakan 
suatu jenis negosiasi yang digunakan untuk menyelesaikan 
sengketa yang timbul dari interpretasi dan aplikasi suatu 
perjanjian. Konsultasi digunakan para pihak yang 
bersengketa sebelum tahap negosiasi. 
2) Negosiasi 
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Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang 
bersengketa untuk melakukan penyelesaian tanpa 
keterlibatan pihak ketiga yang tidak berwenang maupun 
pihak ketiga yang berwenang untuk mengambil keputusan. 
Secara umum tehnik negosiasi dapat dibagi menjadi 2, 
yakni tehnik negosiasi yang kompetitif dan tehnik negosiasi 
yang kooperatif. 
Tehnik negosiasi yang kompetitif seringkali diistilahkan 
dengan tehnik negosiasi yang alot dimana unsur-unsur yang 
menjadi ciri seorang negosiator kompetitif adalah sebagai 
berikut : 
a) mengajukan permintaan awal yang tinggi pada awal 
negosiasi; 
b) menjaga tuntutan agar tetap tinggi sepanjang proses 
negosiasi dilangsungkan; 
c) konsensi diberikan sangat langka/jarang atau terbatas; 
d) secara psikologis perunding yang menggunakan teknik 
ini menganggap perundingan lain sebagai musuh atau 
lawan; 
e) seringkali menggunakan yang berlebihan, kasar, 
menggunakan ancaman, dan melemparkan tuduhan-
tuduhan untuk menciptakan ketegangan dan tekanan 
kepada pihak lawan. 
Tehnik negosiasi kooperatif merupakan kebalikannya. 
Tehnik ini menganggap pihak lawan bukan sebagai musuh, 
namun sebagai mitra kerja. Para pihak berkomunikasi untuk 
menjajaki kepentingan dan nilai-nilai bersama dengan 
menggunakan rasio dan akal sehat, sehingga penyelesaian 
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dilakukan berdasarkan analisis objektif sebagai upaya 
membangun atmosfir yang positif dan saling percaya. 
3) Mediasi 
Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa 
dengan bantuan pihak ketiga yang netral dalam upaya 
penyelesaian sengketa tersebut. Dengan ini, para pihak 
mencari seorang atau tim mediator dengan cara seperti 
mencari pengacara yang dapat diterima oleh semua pihak. 
Seorang mediator pada prinsipnya akan membantu 
para pihak yang bersengketa untuk menyepakati suatu 
kesepakatan yang berorientasi kedepan sesuai kebutuhan 
dan memenuhi rasa keadilan. Mediator tidak memiliki 
kewenangan campur tangan untuk memutuskan atau 
menentukan hasil akhir kesepakatan karena para pihak 
yang bersengketa itu sendiri yang harus melakukannya. 
Aspek yang paling penting dalam proses mediasi 
adalah adanya kesediaan para pihak untuk berunding 
menyelesaikan sengketa secara jujur dan dapat diterima 
semua pihak. Dengan mengadakan perundingan secara 
jujur ini, para pihak akan saling mengetahui hak-hak dan 
kewajibannnya, dengan demikian akan memahami 
keprihatinan masing-masing. 
4) Konsiliasi 
Di dalam masyarakat istilah damai dalam 
menyelesaikan suatu urusan atau masalah seringkali 
mempunyai konotasi negatif, yaitu mempermudah proses 
penyelesaian dengan jalan diluar prosedur yang ditetapkan 
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dengan memberikan imbalan sejumlah uang kepada pihak-
pihak yang terlibat dalam proses tersebut. 
Pengertian konsiliasi adalah penyelesaian sengketa 
yang dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Syarat utama 
menggunakan cara ini adalah bahwa sejak awal para 
pihak harus telah menyadari hak-hak dan kewajibannya, 
serta telah dapat memahami keprihatinan masing-masing 
mengenai yang disengketakan.  
Proses penyelesaian sengketa ini terjadi dalam tahapan 
sebagai berikut: 
1) Tahap pertama: Pertemuan langsung (Ps. 6 ayat (2)). 
Pertemuan langsung ini dilakukan para pihak dalam waktu 
paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan 
dalam suatu kesepakatan tertulis. 
2) Tahap kedua: Bantuan penasihat ahli atau mediator (Ps. 6 
ayat (3)). 
Jika tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan 
tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat 
diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat 
ahli maupun melalui seorang mediator 
3) Tahap ketiga: Penunjukan mediator melalui bantuan 
lembaga-lembaga APS atas permintaan para pihak (Ps.6 
ayat (4)). 
Jika kata sepakat tidak tercapai atau mediator tadi tidak 
berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para 
pihak dapat menghubungi sebuah lembaga alternatif 
penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang Mediator. 
Mediator adalah pihak ketiga yang netral (berada 
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ditengah-tengah) yang memberikan bantuan kepada 
pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapat 
penyelesaian yang memuaskan. 
a. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi 
harus sudah dapat dimulai. 
b. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus 
tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang 
ditandatangani oleh semua pihak yang terkait. 
c. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda 
pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para 
pihak. 
d. Pendaftaran putusan itu wajib didaftarkan di Pengadilan 
Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 
sejak penandatanganan. 
e. Putusan sengketa wajib dilaksanakan dalam waktu 
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran. 
4) Tahap keempat : Arbitrase 
Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka 
para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat 
mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga 
arbitrase dan arbitrase ad-hoc. 
Ketentuan Pasal 6 UU Arbitrase dan APS ini tidak 
mengatakan bahwa koneksitas antara tahap negosiasi 
dengan lembaga APS dan lembaga Arbitrase harus terjadi 
secara berurutan, yang secara imperatif harus dimulai dari 
negosiasi, mediasi, yang diakhiri di Arbitrase. Dengan tidak 
adanya ketentuan yang bersifat imperatif ini, maka para 
pihak yang bersengketa atau beda pendapat mempunyai 
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hak opsi untuk memilih, untuk langsung minta penyelesaian 
ke Arbitrase atau ke APS. 
Tentang cara konsultasi negosiasi dan konsiliasi dilakukan 
dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Di masyarakat 
tradisional yang mengenal lembaga perdamaian, seperti 
runggun adat, kerapatan adat, maka proses penyelesaian 
sengketa secara damai sudah terpola menurut adat 
kebiasaan. Adalah merupakan pengetahuan umum, tentang 
tokoh-tokoh yang berpengalaman dan mampu bertindak 
sebagai negosiator atau konsiliator atau mediator yang dapat 
diminta oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk 
menyelesaikan persoalan mereka. 
Di dalam masyarakat yang terbuka, terlebih lagi yang 
bersifat global maka lebih dikehendaki adanya kepastian 
hukum sehingga adanya UU yang mengatur APS ini melegakan 
karena sudah ada rambu-rambu yang dapat dipergunakan 
oleh hak bersengketa. yang memberikan kepastian hukum. 
b. Arbitrase 
Menurut UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa :”Arbitrase 
adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan 
umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis 
oleh para pihak yang bersengketa” (Pasal.1 ayat (1)). 
Dalam Pasal. 5 ayat (1) ditentukan bahwa sengketa 
yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di 
bidang perdagangan dan mengenai hak menurut hukum dan 
peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh 
pihak yang bersengketa. 
 xcix
Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa 
klausul arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang 
dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (Pactum 
decompromittendo ) atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri 
yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (Acte 
compromise). 
Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih para 
pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai 
sengketa tertentu. Lembaga tersebut juga dapat memberikan 
pendapat yang mengikat tentang suatu hubungan hukum 
tertentu dalam hal belum timbul sengketa. 
Kelebihan Lembaga Arbitrase 
Pada umumnya lembaga ini mempunyai kelebihan 
dibandingkan dengan lembaga peradilan lainnya. Kelebihan 
tersebut adalah : 
1) Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak; 
2) Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal 
prosedural dan    administratif; 
3) Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut 
keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman dan 
latar belakang yang cukup mengenai masalah yang 
disengketakan, jujur dan adil; 
4) Para pihak dapat memilih hukum apa yang akan 
diterapkan untuk penyelesaian masalahnya serta proses 




B. Proses Penyelesaian Sengketa Antara Honda Karisma dan Tossa 
Krisma Menurut Putusan Hakim dan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 
tentang Merek 
1. Duduk Perkara 
Dalam studi kasus ini, penulis mengetengahkan kasus 
sengketa antara HONDA KARISMA DAN TOSSA KRISMA. 
 PT. ASTRA HONDA MOTOR merupakan perusahaan joint 
venture sebagai produsen dan distributor sepeda motor terbesar di 
Indonesia. PT ASTRA HONDA MOTOR merupakan pemilik dan 
pemegang hak atas merek Karisma, Karisma 125 dan Karisma 125 D 
yang didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 
Intelektual Departemen Hukum dan HAM dengan nomor 
pendaftaran 520150, 520497, 520496 pada Oktober 2002. 
Kasus ini berawal ketika dipasaran ditemukan dealer dan 
brosur penjualan sepeda motor PT. TOSSA SHAKTI dengan 
menggunakan merek Karisma dan Supra pada awal 2004. Atas 
peniruan merek tersebut, pihak PT. ASTRA HONDA MOTOR kemudian 
memberikan surat peringatan kepada PT. TOSSA SHAKTI pada 
tanggal 16 Februari 2004 dan 27 Februari 2004. Setelah mendapat 
peringatan tersebut, PT. TOSSA SHAKTI kemudian merubah 
penggunaan merek Karisma menjadi Krisma dan tetap 
menggunakan merek Supra pada produknya. 
PT. TOSSA SHAKTI dianggap tidak mempunyai itikad baik dan 
tetap mendompleng merek PT. ASTRA HONDA MOTOR. Akibatnya, 
PT. ASTRA HONDA MOTOR melakukan tindakan hukum dengan 





Untuk menghindari tuntutan pidana yang diajukan oleh 
pihak ASTRA HONDA MOTOR, maka pada tanggal 16 Februari 2005, 
Cheng Sen Djiang Gunawan Chandra alias Gunawan Chandra 
selaku Direktur PT. TOSSA SHAKTI (Penggugat) menggugat pihak 
ASTRA HONDA MOTOR (Tergugat I) dan Pemerintah Republik 
Indonesia cq Departemen Hukum dan HAM cq Direktorat Merek 
(Tergugat II) di Pengadilan Niaga Jakarta. 
Pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah 
bahwa penggunaan merek Karisma yang dimiliki oleh pihak ASTRA 
HONDA MOTOR (Tergugat I) telah digunakan tidak sesuai dengan 
NO Laporan Polisi Tanggal Status 
1 Purwakarta (Polres) 29 November 
2004 
Penyitaan Tossa 
Krisma dan Supra 
yang dilimpahkan 
ke Polda Jateng 
2 Banjarmasin (Poltabes) 17 Januari 2005 Penyitaan Tossa 
Krisma dan Supra 
yang dilimpahkan 
ke Polda Jateng 
3 Bali (Polda) 02 Mei 2005 Penyitaan 
penyidikan 
4 Sulawesi Utara (Polda) 13 Mei 2005 Penyitaan Tossa 
Krisma dan Supra 
yang dilimpahkan 
ke Polda Jateng 
5 Semarang (Polda) 31 Mei 2005 penyidikan 
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yang didaftarkan pada Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak 
Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM. Majelis Hakim 
Pengadilan Niaga Jakarta yang diketuai oleh Agoes Soebroto, 
memutuskan untuk mengabulkan semua permohonan yang 
diajukan oleh pihak Penggugat. Pertimbangan hakim dalam 
mengabulkan  permohonan pihak Penggugat antara lain adalah 
pihak Tergugat I tidak menggunakan merek Karisma sesuai dengan 
yang terdaftar pada Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak 
Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM. 
Pihak ASTRA HONDA MOTOR yang merasa tidak puas 
terhadap keputusan Pengadilan Niaga Jakarta, kemudian 
mengajukan keberatan melalui kasasi ke Mahkamah Agung. 
2. Penyelesaian Sengketa Perdata Merek Honda Karisma dan Tossa 
Krisma (Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat Nomor :06/Merek/2005/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 20 Juni 
2005 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 031 K/N/HAKI/2005 
tertanggal 19 Desember 2005) 
PT. Tossa Sakti merupakan perseroan pemilik merek KRISMA 
125 EFC yang saat ini sedang mengajukan  permohonan 
pendaftaran mereknya pada Direktorat Merek untuk melindungi 
jenis barang di kelas 12 yang meliputi segala macam peralatan 
atau kendaraan yang bergerak di darat, udara atau air dan semua 
suku cadang serta asesorisnya. Bahwa kata KRISMA merupakan 
sebuah penamaan yang berarti nama anak yang sengaja dipakai 
sebagai merek oleh PT. Tossa Sakti agar khalayak ramai mengetahui 
bahwa produk yang menggunakan merek KRISMA berasal dari PT. 
Tossa Sakti.  
PT. Astra Honda Motor adalah suatu perseroan yang 
berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Sunter I, Jakarta Utara, 
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merupakan pemilik merek KARISMA 125, KARISMA 125D, dan 
KARISMA yang telah terdaftar pada Direktorat Merek, Direktorat 
Jendral Hak Kekayaan Intelektual dengan nomor pendaftaran 
520497 untuk KARISMA 125, 520496 untuk KARISMA 125D, dan 520150 
untuk KARISMA. 
Merek KRISMA 125 EFC tersebut diklaim oleh PT. Astra Honda 
Motor bahwa merek tersebut diduga mempunyai persamaan pada 
pokoknya dan atau seluruhnya dengan merek milik PT. Astra Honda 
Motor, KARISMA 125, KARISMA 125D, dan KARISMA yang telah 
terdaftar terlebih dahulu, dengan nomor pendaftaran 520497 untuk 
KARISMA 125, 520496 untuk KARISMA 125D, dan 520150 untuk 
KARISMA. 
Dalam hal ini kemudian diketahui bahwa merek KARISMA 
milik PT. Astra Honda Motor dalam penggunaan atau 
pemakaiannya dipasaran tidak sama atau tidak sesuai dengan 
apa yang telah terdaftar di Direktorat Merek. 
Berdasarkan alasan tersebut maka PT. Tossa Sakti yang 
berkedudukan di Jalan Raya Semarang Kendal, Jawa Tengah, 
mengajukan gugatan penghapusan merek KARISMA ke Pengadilan 
Niaga Jakarta Pusat. Adapun alasan hukumnya adalah sebagai 
berikut: 
a. Bahwa pemakaian yang tidak sesuai dengan merek-merek 
terdaftar milik tergugat I (PT. Astra Motor) tersebut, terbukti telah 
melanggar UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek khususnya 
pasal 61 ayat (2) huruf b, yang menyatakan : ”Penghapusan 
pendaftaran merek dapat dilakukan jika merek yang 
digunakan untuk jenis barang dan atau jasa yang tidak sesuai 
dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan 
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pendaftarannya, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai 
dengan merek yang didaftar”. 
b. Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (2) huruf b UU No. 15 Tahun 
2001 tentang Merek memiliki arti bahwa apabila penggunaan 
merek yang beredar di pasaran tidak sama atau tidak sesuai 
dengan merek yang didaftarkan, maka dapat dinyatakan 
hapus oleh Pengadilan Niaga berdasarkan pasal 63 UU No. 15 
tahun 2001 tentang Merek.  
c. Bahwa berdasarkan pasal 63 UU No. 15 Tahun 2001 tentang 
Merek yang menyatakan “Penghapusan pendaftaran Merek 
dengan alasan sebagai mana dimaksud dalam pasal 61 ayat 
(2) huruf a dan b, dapat diajukan oleh pihak ketiga” (dalam hal 
ini penggugat untuk mengajukan gugatan penghapusan 
pendaftaran merek). 
d. Bahwa Direktorat Merek disertakan dalam gugatan ini adalah 
semata-mata untuk memenuhi ketentuan pasal 64 ayat (3) jo. 
Pasal 65 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu 
untuk melaksanakan putusan pengadilan tentang 
Penghapusan Merek PT. Astra Honda Motor dalam Daftar 
Umum Merek dan  kemudian mengumumkan penghapusan 
merek PT. Astra Honda Motor dalam berita resmi merek. 
Tuntutan yang diajukan kepada pengadilan yaitu untuk 
menyatakan bahwa merek KARISMA 125, KARISMA 125D, dan 
KARISMA, dengan nomor pendaftaran 520497 untuk KARISMA 125, 
520496 untuk KARISMA 125D, dan 520150 untuk KARISMA, dihapus 
dari Daftar Umum Merek dan memerintahkan Tergugat II (Direktorat 
Merek) untuk melaksanakan penghapusan pendaftaran merek-
merek tersebut dari Daftar Umum Merek dan selanjutnya 
mengumumkan dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan 
ketentuan UU Merek yang berlaku. 
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Dalam gugatan tersebut Tergugat I juga melakukan gugat 
balik (rekonpensi) yang pada pokoknya yaitu bahwa Penggugat 
dalam rekonpensi adalah sebagai pendaftar pertama dan 
pemakai pertama yang telah terlebih dahulu memperoleh hak 
khusus atas merek-merek terkenal KARISMA 125, KARISMA 125D, dan 
KARISMA. Untuk itu, penggugat rekonpensi berhak untuk 
mendapatkan perlindungan hukum atas merek terdaftar 
berdasarkan pasal 28 UU No. 15 tahun 2001. Bahwa pemakaian 
merek KARISMA dan KRISMA oleh tergugat dalam rekonpensi yang 
beredar di pasaran adalah secara tanpa hak dengan disertai itikad 
tidak baik dan etiket merek KRISMA dan KARISMA tersebut 
mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 
dengan merek-merek terkenal terdaftar KARISMA 125, KARISMA 
125D, dan KARISMA. Bahwa dengan demikian Penggugat dalam 
rekonpensi memiliki kepentingan dan berhak untuk mengajukan 
gugatan atas pelanggaran merek terhadap merek KARISMA dan 
KRISMA milik tergugat dalam rekonpensi berdasarkan pasal 76 ayat 
(1) dan Pasal 80 ayat (9) UU No. 15  Tahun 2001 tentang Merek. 
Majelis Hakim setelah memeriksa perkara gugatan ini, dalam 
putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pada 
pokoknya adalah Tergugat I tidak menggunakan merek Karisma 
sesuai dengan yang terdaftar pada Direktorat Merek Ditjen Hak 
Kekayaan Intelektual (HaKI) Departemen Hukum dan HAM. 
Dengan pertimbangan yang pada pokoknya disebutkan 
diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat Nomor :06/Merek/2005/PN.NIAGA.JKT.PST 
tertanggal 20 Juni 2005 memberi Putusan yang menyatakan 
menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk 
seluruhnya; menyatakan merek-merek Tergugat I, Karisma, Karisma 
125, Karisma 125 D dengan nomor pendafataran : 520497, 520496, 
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520150, untuk melindungi jenis barang di kelas 12 yang terdaftar 
pada Tergugat II telah digunakan tidak sesuai dengan merek-merek 
yang didaftarkan tersebut dalam peredaran atau di pasaran; 
menyatakan hapus pendaftaran merek-merek Karisma, Karisma 
125, Karisma 125 D atas nama Tergugat I dengan nomor 
pendaftaran : 520497, 520496, 520150, untuk melindungi jenis 
barang di kelas 12 dengan segala akibat hukumnya; 
memerintahkan Tergugat II untuk mentaati Putusan Pengadilan 
Niaga dalam perkara aquo dan melaksanakan penghapusan 
pendaftaran merek-merek Karisma, Karisma 125, Karisma 125 D 
dengan nomor pendafataran : 520497, 520496, 520150 atas nama 
Tergugat I dari Daftar Umum Merek dan selanjutnya mengumumkan 
dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Merek yang berlaku; menghukum Tergugat I untuk 
membayar biaya perkara menurut hukum. 
Atas putusan tersebut Tergugat Konpensi / Penggugat 
Rekonpensi mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung 
R.I. Pertimbangan dalam MEMORI KASASI yang disampaikan oleh 
Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Hukum dan HAM cq 
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek 
kepada Mahkamah Agung adalah sebagai berikut: bahwa 
Pengadilan Niaga telah tidak mempertimbangkan bukti yang 
diajukan oleh pihak PT. ASTRA HONDA MOTOR dan Pemerintah 
sendiri, yaitu sertifikat-sertifikat Merek yang telah sesuai dengan 
yang dipergunakan oleh ASTRA HONDA MOTOR serta Pengadilan 
Niaga telah keliru menafsirkan Pasal 61 ayat 2b UU No.15 Tahun 
2001 tentang Merek; bahwa Pengadilan Niaga telah tidak 
mempertimbangkan ITIKAD BURUK dari pihak TOSSA SHAKTI, terbukti 
dengan Teguran/peringatan dari ASTRA HONDA MOTOR kepada 
TOSSA SHAKTI atas penggunaan merek KRISMA milik Tossa yang 
sama pada pokoknya dengan merek KARISMA milik ASTRA HONDA 
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MOTOR dan surat teguran ASTRA HONDA MOTOR tersebut ditindak 
lanjuti dengan Laporan Polisi; bahwa seharusnya Pengadilan Niaga 
mempertimbangkan hal itikad buruk TOSSA SHAKTI yang menjadi 
latar belakang diajukan gugatan penghapusan oleh TOSSA SHAKTI. 
Adapun salah satu pertimbangan dalam MEMORI KASASI 
dari pihak ASTRA HONDA MOTOR adalah ketidaksesuaian yang 
dimaksud dalam Pasal 61 ayat 2b UU No.15 Tahun 2001 adalah 
ketidaksesuaian yang dapat merubah karakter Pembedanya. 
Sehingga ketidaksesuaian dalam pemakaian merek tersebut 
mempunyai itikad buruk secara terselubung. Dalam kasus Karisma 
ini, pemakaian Karisma yang tidak sama dengan yang didaftarkan 
TIDAK MERUBAH DAYA PEMBEDA yang menjadi ciri atau unsur 
utama merek tersebut. Selain itu pasal 61 ayat 2b UU No.15 Tahun 
2001 diperuntukkan bagi pihak-pihak yang beritikad buruk yang 
berusaha meniru merek milik orang lain dengan cara penggunaan 
yang berbeda antara merek yang didaftarkan dengan merek yang 
digunakan.    
Mahkamah Agung R.I. melalui putusannya nomor 031 
K/N/HAKI/2005 tertanggal 19 Desember 2005 yang menyatakan 
Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi. 1. PT. 
ASTRA HONDA MOTOR dan 2. DIREKTORAT MEREK DIREKTORAT 
JENDRAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DEPARTEMEN HUKUM DAN 
HAM dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada 
Pengadilan Negeri pusat 06/Merek/2005/PN.NIAGA.JKT.PST 
tertanggal 20 Juni 2005. Dengan mengabulkan Permohonan kasasi 
tersebut maka gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan 
seluruhnya dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan 
konpensi yang diajukan oleh Penggugat Konpensi. Pertimbangan 
Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Pemohon 
Kasasi yang pada pokoknya :  
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a. Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat I 
telah menggunakan merek KARISMA 125, KARISMA 125D, 
KARISMA tidak sesuai dengan merek yang didaftar sebab 
merek-merek KARISMA milik Tergugat I tersebut ditulis dengan 
huruf balok berdiri secara berjarak dengan warna putih sedang 
yang beredar dipasaran ditulis dengan huruf kecil bersambung 
dengan kombinasi warna.  
b. Bahwa pemakaian merek terdaftar KARISMA, milik Tergugat I 
tersebut, dengan tampilan huruf dan warna yang berbeda 
tidak menimbulkan karakter yang berbeda dengan merek 
yang didaftar pada Tergugat II sebab bunyi ucapan tetap 
sama dan tidak menimbulkan kesan karakter yang lain dari 
merek yang telah didaftarkan sehingga unsur-unsur tersebut 
mempunyai daya pembeda dan karenanya merupakan merek 
menurut pengertian Undang-Undang. 
c. Bahwa merek KRISMA 125 EFC yang baru diajukan 
pendaftarannya oleh Penggugat kepada Tergugat II, 
mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek 
terkenal dan terdaftar KARISMA milik Tergugat I baik dalam 
kata, bunyi ucapan maupun jenis barang yang dilindungi yaitu 
Sepeda Motor dan barang lain dalam kelas 12. bahwa 
gugatan penghapusan merek aquo barulah diajukan oleh 
Penggugat setelah Tergugat I melakukan somasi/teguran 
kepada Penggugat atas pemakaian merek KRISMA tersebut 
dengan demikian Penggugat beritikad tidak baik untuk 
membonceng ketenaran merek terkenal dan terdaftar 
KARISMA milik Tergugat I, bahwa dengan demikian gugatan 
Penggugat harus ditolak 
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d. Bahwa merek terdaftar KARISMA dan variasinya adalah merek 
terkenal milik Tergugat I yang harus mendapat perlindungan 
hukum. 
e. Bahwa merek KARISMA dan KRISMA milik Penggugat yang 
beredar dipasaran mempunyai persamaan pada pokoknya 
dengan merek KARISMA milik Tergugat I oleh karenanya 
Penggugat harus diperintahkan untuk menghentikan produksi, 
peredaran, dan atau perdagangan barang yang 
menggunakan merek KARISMA dan KRISMA tersebut.  
Berdasarkan kasus tersebut diatas, maka penulis dapat 
memberikan suatu analisa sebagai berikut: 
Kasus ini berawal dari adanya pelanggaran merek KARISMA 
milik PT. ASTRA HONDA MOTOR yang dilakukan oleh pihak PT. TOSSA 
SHAKTI. Pelanggaran tersebut berupa peniruan merek KARISMA dan 
SUPRA yang beredar dipasaran. Dari kejadian tersebut, maka 
PT.ASTRA HONDA MOTOR mengambil tindakan berupa pemberian 
teguran terhadap PT. TOSSA SHAKTI. Setelah menerima teguran 
tersebut PT TOSSA SHAKTI merubah merek KARISMA menjadi KRISMA 
dan tetap menggunakan merek SUPRA. Dari hal tersebut bisa kita 
lihat bahwa pihak PT. TOSSA SHAKTI tidak menunjukkan adanya 
itikad yang baik terhadap teguran tersebut, dan tetap 
mempergunakan merek KRISMA dan Supra pada produknya. 
Menurut UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 91 yang menyatakan 
bahwa Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak 
menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek 
terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang 
diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Berdasarkan 
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ketentuan Pasal 91 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang 
Merek tersebut, maka  menurut pendapat penulis tindakan yang 
dilakukan oleh PT. TOSSA SHAKTI merupakan tindak pidana di 
bidang merek. Karena tindakan yang dilakukan oleh PT. TOSSA 
SHAKTI memenuhi unsur-unsur tindak pidana merek yang tercantum 
dalam Pasal 91 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 yang berupa : 
dengan sengaja, tanpa hak, dan menggunakan merek yang sama 
pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain.   
Karena alasan tersebut diatas maka Pihak PT. ASTRA HONDA 
MOTOR melaporkan tindakan PT. TOSSA SHAKTI tersebut ke 
kepolisian. Menurut ketentuan Pasal 95 UU No. 15 Tahun 2001 
tentang Merek yang menyatakan bahwa tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam pasal  90 sampai dengan Pasal 94 
merupakan delik aduan. Artinya, tindak pidana di bidang merek 
sebagaimana diatur dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 94 tidak 
dapat dituntut, kecuali sebelumnya ada pengaduan dari pemilik 
merek terdaftar yang bersangkutan. Oleh karena itu, PT. ASTRA 
HONDA MOTOR merasa berhak untuk mengadukan tindak pidana 
tersebut ke kepolisian.  
Untuk menghindari tuntutan pidana tersebut, maka  
Gunawan Chandra selaku Direktur PT. TOSSA SHAKTI mengajukan 
gugatan penghapusan merek kepada PT. ASTRA HONDA MOTOR 
dan Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual 
di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Adapun pokok gugatan yang 
diajukan adalah bahwa penggunaan merek Karisma yang dimiliki 
oleh PT. ASTRA HONDA MOTOR (Tergugat I) telah digunakan tidak 
sesuai dengan yang didaftarkan pada Direktorat Merek Direktorat 
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM.  
Gugatan penghapusan merek akibat pemakaian merek 
yang tidak sesuai dengan yang terdaftar milik PT. ASTRA HONDA 
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MOTOR yang diajukan oleh Gunawan Chandra memang 
didasarkan pada ketentuan  Pasal 61 ayat 2 huruf b  Undang-
Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan 
bahwa :” penghapusan pendaftaran merek dapat dilakukan jika 
Merek digunakan untuk jenis barang dan atau jasa yang tidak 
sesuai dengan jenis barang dan atau jasa yang dimohonkan 
pendaftarannya, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai 
dengan merek yang didaftar”.  
Menurut ketentuan Undang-undang nomor 15 Tahun 2001 
tentang Merek, kekuatan hukum dari suatu pendaftaran merek 
hapus karena :  
a. Karena penghapusan atas prakarsa sendiri atau berdasarkan 
permintaan pemilik merek yang bersangkutan.  
b. Karena penghapusan atas prakarsa kantor merek atas merek 
tersebut tidak digunakan berturut-turut salama tiga tahun atau 
lebih, dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal 
pendaftaran.  
c. Karena merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang 
tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan 
pendaftaran.  
d. Karena berakhirnya waktu 10 tahun setelah tanggal 
permintaan pendaftaran merek tersebut, jika merek tersebut 
tidak diajukan pembaharuannya.  
e. Karena dinyatakan batal pendaftaranya oleh putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang 
pasti. Hapusnya kekuatan hukum dari suatu pendaftaran merek 
haruslah dicatatkan dalam daftar umum merek dan 
diumumkan Dalam Berita Resmi Merek. 
Didalam kasus ini, Merek Karisma yang terdaftar 
menggunakan karakter huruf balok berdiri secara berjarak warna 
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putih, berdiri tegak dan hurufnya berdiri sendiri, tidak menyambung 
satu sama lain. Sedangkan yang digunakan oleh pihak ASTRA 
HONDA MOTOR saat ini adalah merek Karisma yang ditulis dengan 
huruf kecil bersambung dengan kombinasi warna. Atas alasan 
tersebut maka penghapusan atas merek terdaftar dapat dilakukan. 
Gugatan yang diajukan tersebut, didasarkan pada 
ketentuan Pasal 63 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 yang 
menyatakan bahwa: ”Penghapusan pendaftaran merek dengan 
alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a, 
dan b dapat diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan 
kepada Pengadilan Niaga”. 
Pihak ketiga disini adalah pihak yang mempunyai 
kepentingan hukum atas merek yang akan digugat 
penghapusannya tersebut dan kepentingan tersebut bukan 
kepentingan yang beritikad buruk. Pihak ketiga yang 
berkepentingan harus ditafsirkan sebagai pihak yang beritikad baik 
dan telah mengguganakan merek tersebut lebih dahulu yang 
dapat menderita kerugian akibat pemakaian merek yang tidak 
sesuai tersebut. Dalam perkara ini, terdapat fakta bahwa Gunawan 
Chandra mengajukan permohonan pendaftaran mereknya lebih 
belakangan daripada merek Karisma yang telah terdaftar dan 
beredar terlebih dahulu dipasaran. Oleh sebab itu, maka Gunawan 
Chandra, menurut pendapat penulis tidak berhak untuk 
mengajukan gugatan penghapusan merek tersebut. 
PT. ASTRA HONDA MOTOR dalam perkara ini juga 
mengajukan gugat balik (rekonpensi) yang dilandasi bahwa PT. 
ASTRA HONDA MOTOR merupakan sebagai pendaftar pertama 
dan pemakai pertama yang telah terlebih dahulu memperoleh hak 
khusus atas merek-merek terkenal Karisma 125, Karisma 125D, dan 
Karisma yang didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 
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Intelektual Departemen Hukum dan HAM dengan nomor 
pendaftaran  520497, 520496, dan 520150, pada Oktober 2002. 
Untuk itu, maka PT. ASTRA HONDA MOTOR berhak untuk 
mendapatkan perlindungan hukum atas merek terdaftar 
berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang 
Merek yang menyatakan bahwa:”merek terdaftar mendapat 
perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak 
Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat 
diperpanjang”. Dengan demikian menurut Pasal 76 ayat (1) 
Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, PT. ASTRA 
HONDA MOTOR berhak untuk mengajukan gugatan atas 
pelanggaran merek terhadap Krisma dan Karisma milik Gunawan 
Chandra dan menuntut Gunawan Chandra diperintahkan untuk 
menghentikan segala kegiatan produksi, peredaran, dan/atau 
perdagangan barang-barang yang menggunakan merek Karisma. 
Penulis setuju dengan pertimbangan hakim dalam memutus 
perkara di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat yang menyebutkan bahwa  Tergugat I tidak menggunakan 
merek Karisma sesuai dengan yang terdaftar pada Direktorat Merek 
Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Departemen Hukum dan 
HAM, karena Merek Karisma yang terdaftar menggunakan karakter 
huruf balok berdiri secara berjarak warna putih, berdiri tegak dan 
hurufnya berdiri sendiri, tidak menyambung satu sama lain. 
Sedangkan yang digunakan oleh pihak ASTRA HONDA MOTOR saat 
ini adalah merek Karisma yang ditulis dengan huruf kecil 
bersambung dengan kombinasi warna.  
Pengajuan permohonan kasasi yang dilakukan oleh PT. 
ASTRA HONDA MOTOR dan Direktorat Merek Direktorat Jenderal 
Hak Kekayaan Intelektual Departermen Hukum dan HAM, telah 
sesuai dengan Pasal 64 ayat (1) yang menyatakan bahwa 
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:”terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 63 hanya dapat diajukan kasasi”. Pengertiannya 
adalah setelah adanya putusan dari Pengadilan Niaga, hanya 
dapat diminta pemeriksaan kasasi, tetapi tidak ada banding. 
Tentunya segala sesuatu ini dalam rangka mempercepat 
penyelesaian sengketa tentang merek. 
Dalam memori kasasi yang diajukan oleh Pemerintah 
Republik Indonesia cq Departemen Hukum dan HAM cq Direktorat 
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek dan PT. 
ASTRA HONDA MOTOR kepada Mahkamah Agung menyatakan 
bahwa Pengadilan Niaga telah keliru menafsirkan Pasal 61 ayat 2b 
UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek, ketidaksesuaian yang 
dimaksud dalam Pasal 61 ayat 2b UU No.15 Tahun 2001 adalah 
ketidaksesuaian yang dapat merubah karakter Pembedanya. Disini 
juga disebutkan bahwa Pengadilan Niaga telah tidak 
mempertimbangkan ITIKAD BURUK dari pihak TOSSA SHAKTI, terbukti 
dengan Teguran/peringatan dari ASTRA HONDA MOTOR kepada 
TOSSA SHAKTI atas penggunaan merek KRISMA milik Tossa yang 
sama pada pokoknya dengan merek KARISMA milik ASTRA HONDA 
MOTOR dan surat teguran ASTRA HONDA MOTOR tersebut ditindak 
lanjuti dengan Laporan Polisi.  
Putusan Mahkamah Agung R.I. nomor 031 K/N/HAKI/2005 
tertanggal 19 Desember 2005 menyatakan mengabulkan 
permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi. 1. PT. ASTRA HONDA 
MOTOR dan 2. DIREKTORAT MEREK DIREKTORAT JENDRAL HAK 
KEKAYAAN INTELEKTUAL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM dan 
membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 
pusat 06/Merek/2005/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 20 Juni 2005. 
Penulis setuju dengan putusan Mahkamah Agung yang 
menyatakan bahwa PT. ASTRA  HONDA MOTOR adalah satu-
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satunya pemilik pendaftar pertama atas merek Karisma 125, 
Karisma 125D, Karisma Xi 125D, Karisma XD 125D, Karisma XT 125D, 
dan Karisma XR 125D. Gunawan secara tanpa hak telah 
menggunakan merek Karisma dan Krisma yang memiliki persamaan 
pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal 
Karisma dan variasinya milik PT. ASTRA HONDA MOTOR. Dalam amar 
putusan, Mahkamah Agung memerintahkan Gunawan Candra 
untuk menghentikan produksi, peredaran, dan atau perdagangan 
barang yang menggunakan merek Karisma dan Krisma. 
Pertimbangan Mahkamah Agung yang memenangkan PT. ASTRA 
HONDA MOTOR dalam sengketa merek ini antara lain karena 
Karisma merupakan merek terkenal sehingga perlu mendapat 
perlindungan hukum. Pemekaian merek Karisma oleh Gunawan 
Chandra, menurut Mahkamah Agung, dilandasi oleh itikad tidak 
baik untuk membonceng ketenaran merek terkenal dan terdaftar 
Karisma milik PT. ASTRA HONDA MOTOR. 
Dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa gugatan 
penghapusan merek yang diajukan oleh Gunawan Chandra pada 
Pengadilan Niaga adalah semata-mata untuk memperlancar 
pendaftaran merek KRISMA milik Gunawan Chandra. Pada saat 
kasus ini berlangsung, proses pengajuan pendaftaran merek Krisma 
tengah diproses di Ditjen HaKI. Artinya, jika merek  KARISMA milik 
Honda itu masih terdaftar, maka besar kemungkinan permohonan 
Tossa akan ditolak karena dianggap memiliki kesamaan pada 
pokoknya. Secara tegas, hal itu tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) 
Undang-Undang Merek yang menyebutkan bahwa permohonan 
harus ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada 
pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang 
sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang yang sejenis. Persamaan 
pada pokoknya dalam beleid itu diartikan sebagai kemiripan yang 
disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek 
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yang satu dengan yang lain. Kemiripan tersebut dapat 
menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, 
cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur, 
maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-
merek tersebut. 
Kasus ini sangat menarik untuk diteliti karena kasus ini tidak 
hanya menyangkut aspek perdata tetapi juga aspek pidana. 
Jarang sekali dalam keadaan nyata terdapat pihak yang sedang 
dituntut hukuman pidana justru mengajukan gugatan perdata 
terhadap pihak yang menuntut ancaman pidana. 
   
 
   BAB IV 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. SIMPULAN 
Dari pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab 
terdahulu, maka penulis mencoba untuk menarik simpulan yang 
menjadi pokok bahasan dari penulisan hukum ini, yaitu: 
1. Proses penyelesaian sengketa di bidang merek menurut Undang-
Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dapat ditempuh melalui 
penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi.  
Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian melalui 
lembaga pengadilan. Penyelesaian sengketa secara litigasi diatur 
dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dari 
Pasal 76 sampai dengan Pasal 83. 
Pasal 76 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur tentang 
adanya gugatan atas pelanggaran merek. Tata cara mengajukan 
gugatan ke Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 81 




kasasi diatur dalam Pasal 82 dan 83 UU No. 15 Tahun 2001 tentang 
Merek.  
Sedangkan penyelesaian sengketa secara non litigasi merupakan 
penyelesaian sengketa diluar pengadilan, seperti melalui alternatif 
penyelesaian sengketa ataupun arbitrase. Undang-Undang No. 15 
Tahun 2001 tentang Merek mengatur hal tersebut dalam Pasal 84. 
2.  Proses penyelesaian sengketa antara Honda Karisma dan Tossa 
Krisma sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-
Undang No. 15 Tahun 2001. Sengketa antara Honda Karisma dan 
Tossa Krisma diselesaikan dengan menggunakan jalur litigasi. 
Gugatan penghapusan merek yang diajukan ke Pengadilan Niaga 
didasarkan pada ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf b jo Pasal 63 UU 
No. 15 Tahun 2001. Gugatan penghapusan tersebut diajukan 
karena penggunaan merek Karisma yang beredar dipasaran tidak 
sesuai dengan yang didaftarkan. Penulis tidak setuju dengan 
alasan pengajuan gugatan penghapusan oleh Gunawan 
Chandra, karena gugatan penghapusan sebagaimana yang 
tercantum dalam Pasal 62 ayat 2 huruf a dan b dapat diajukan 
oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Menurut penulis, 
Gunawan Chandra bukan pihak ketiga yang berkepentingan, 
karena pihak ketiga yang harus ditafsirkan adalah pihak ketiga 
yang mempunyai itikad baik dan merupakan pendaftar pertama 
yang dirugikan atas peniruan mereknya, sedangkan Gunawan 
Chandra terbukti tidak mempunyai itikad baik dan gugatan 
penghapusan mereknya semata-mata hanya untuk menghindari 
tuntutan pidana yang diajukan oleh pihak ASTRA HONDA MOTOR. 
Penulis juga setuju dengan pertimbangan hakim dalam memutus 
perkara di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat yang menyebutkan bahwa  Tergugat I tidak menggunakan 
merek Karisma sesuai dengan yang terdaftar pada Direktorat 




dan HAM, karena Merek Karisma yang terdaftar menggunakan 
karakter huruf balok berdiri secara berjarak warna putih, berdiri 
tegak dan hurufnya berdiri sendiri, tidak menyambung satu sama 
lain. Sedangkan yang digunakan oleh pihak ASTRA HONDA MOTOR 
saat ini adalah merek Karisma yang ditulis dengan huruf kecil 
bersambung dengan kombinasi warna. Pengajuan permohonan 
kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga juga sesuai dengan 
Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 yang 
menyatakan bahwa :”terhadap putusan Pengadilan Niaga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 hanya dapat diajukan 
kasasi”. Pengertiannya adalah setelah adanya putusan dari 
Pengadilan Niaga, hanya dapat diminta pemeriksaan kasasi, 
tetapi tidak ada banding. Memori kasasi yang diajukan oleh 
Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Hukum dan HAM 
cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat 
Merek dan PT. ASTRA HONDA MOTOR kepada Mahkamah Agung 
menyatakan bahwa Pengadilan Niaga telah keliru menafsirkan 
Pasal 61 ayat 2b UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek, 
ketidaksesuaian yang dimaksud dalam Pasal 61 ayat 2b UU No.15 
Tahun 2001 adalah ketidaksesuaian yang dapat merubah karakter 
Pembedanya. Disini juga disebutkan bahwa Pengadilan Niaga 
telah tidak mempertimbangkan ITIKAD BURUK dari pihak TOSSA 
SHAKTI, terbukti dengan Teguran/peringatan dari ASTRA HONDA 
MOTOR kepada TOSSA SHAKTI atas penggunaan merek KRISMA 
milik Tossa yang sama pada pokoknya dengan merek KARISMA 
milik ASTRA HONDA MOTOR dan surat teguran ASTRA HONDA 
MOTOR tersebut ditindak lanjuti dengan Laporan Polisi.  
B. SARAN 
 
1. Penyelesaian sengketa merek melalui mekanisme litigasi 
dimungkinkan akan menimbulkan kekurangpuasan para pihak 
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yang bersengketa. Oleh sebab itu diperlukan pembenahan oleh 
pemerintah dalam hal penyelesaian sengketa merek melalui 
mekanisme litigasi, antara lain adalah:  
a. Peran komisi banding untuk menyelesaikan sengketa 
administratif perlu diarahkan secara konsisten sebagai suatu 
mekanisme penyelesaian sengketa administratif yang efektif 
dan efisien. Selama ini peran komisi banding dianggap 
belum menyeluruh dan hanya berwenang di bidang paten, 
merek, dan PVT.  
b. Pemerintah harus konsisten dalam mengalihkan peran dari 
Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga, untuk 
menyelesaikan sengketa merek. Kualitas dan kinerja hakim 
niaga harus memiliki wawasan yang luas tentang ekonomi 
dan dilarang adanya ‘permainan kotor’ dilingkungan 
Pengadilan Niaga. 
2. Majelis Hakim dalam memberikan putusan terhadap suatu 
sengketa merek hendaknya tidak hanya melihat dari faktor yuridis 
saja. Akan tetapi harus memenuhi tiga unsur penegakan hukum, 
yaitu: 
 
a. kepastian hukum 
Merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan 
sewenang-wenang, yang berarti bahwa seorang akan dapat 
memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan 
tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian 
hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat 
akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian 
hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat 
b. kemanfaatan 
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Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum 
atau penegakan hukum harus memberi manfaat bagi 
masyarakat, jangan sampai hukumnya dilaksanakan atau 
ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat.  
c. Keadilan 
Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam 
pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. 
Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. 
Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat 
umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. 
3. Aparat penegak hukum yang merupakan pilar utama penegakan 
hukum dibidang merek, harus diberikan bekal pemahaman merek 
dalam dimensi lokal maupun internasional, sehingga pelanggaran 
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